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ABSTRAK
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Tebal Skripsi 66 Halaman

Pembimbing | . Dr. H. Armiadi S. Ag., MA
Pembimbing Il . Riza Afrian Mustagim, M.H

Kata Kunci . Konsep, Penetapan Harga, Pemerintah

Jumhur ulama yang terdiri dari mayoritas ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali,
serta sebagian kecil ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa tas’ir dilarang
secara mutlak, artinya pemerintah dilarang mengintervensi pasar dan melakukan
penetapan harga komoditas barang. Dasarnya karena ada keterangan Rasulullah
Saw bahwa harga barang sepenuhnya diserahkan pada pemiliknya. Alasan yang
lain bahwa penetapan harga (zas 'ir) tidak mendatangkan nilai maslahat. Adapun
sebagian ulama lain membolehkan fas 7r di antara ulama yang membolehkan
adalah Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Ibn Qayyim membuat dua kategori hukum
tas’tr, yaitu tas’ir yang boleh dan fas 7 yang haram. Adapun pertanyaan yang
diajukan adalah bagaimana pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang prosedur
penetapan harga oleh pemerintah? Bagaimana dalil dan metode istinbat yang
digunakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang prosedur penetapan harga?,
Bagaimana relevansi pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan konteks
kekinian? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (conceptual
approach), adapun metode penelitian ini ialah kualitatif. Hasil temuan penulis
bahwa prosedur penetapan harga oleh pemerintah dilakukan dengan empat cara.
Pertama, pengecekan (inspeksi) pasar. Kedua, menanyakan kepada pedagang
ada tidaknya praktik penimbunan dan kezaliman. Ketiga, melakukan konfirmasi
kepada konsumen. Keempat, mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan
harga yang mereka sepakati bersama secara adil. Dalil yang digunakan oleh lbn
Qayyim Al-Jauziyyah mengacu kepada riwayat hadis Abu Dawud dari Anas,
menginformasikan respon Rasulullah SAW tidak memenuhi permintaan sahabat
untuk penetapan harga barang saat terjadi harga melonjak tinggi. Dalam konteks
ini, Ibn Qayyim menggunakan penalaran istinbat istislahi dan ta’lili. Pandangan
Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang ras 'ir relevan dengan konteks kekinian hal ini
karena praktik-praktik penetapan harga telah dilaksanakan oleh pemerintah dan
juga diberlakukan saat muncul praktik-praktik yang tidak sehat yang ditemukan
di pasar, seperti praktik penimbunan (monopoli) barang.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987.AdapunPedoman
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai
berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
) t dengan
1 ) Tk 1 ] t titik di
dilambangkan
bawahnya
z dengan
2 o B V¥ ) z titik di
bawahnya
3 & T YA I ¢
s dengan
4 < S titik di i & gh
atasnya
5 d J AK o f
h dengan
6 d h titik di AR & q
bawahnya
7 ¢ kh YY d k
8 2 Yy J |
9 3 Z zdengan | Y¢ a m

viii




titik di
atasnya
10 J R Yo o n
11 J z AR 3 w
12 o S YV > h
13 | U sy YA s ’
s dengan
14 | oe S titik di Y4 & y
bawahnya
d dengan
15 | o= d titik di
bawahnya
2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah I
Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan

Nama

Gabungan




Huruf Huruf
¢ O Fathah dan ya Ai
ERRS Fathah dan wau Au
Contoh
«aS = kaifa,
Jdss = haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
sl Fathah dan alif atau ya A
¢ Kasrah dan ya I
5 Dammah dan wau U
Contoh:
Jé=gala
= rama
J8 = gila
J3% = yagilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( &) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrahdan
dammabh, transliterasinya adalah t.
b. Ta marbutah (3) mati



Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( &) diikutioleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah
maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

Loy raudah al-agfal/ raudatul agfal
50003 35540 al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
FEGA Talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuali
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir,

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam menjalankan kebijakan memiliki kewenangan tertentu.
Kewenangan pemerintah merupakan kekuasan yang mempunyai landasan untuk
dapat mengambil tindakan ataupun perbuatan hukum supaya tidak timbul akibat
hukum yaitu kesewenang-wenangan (onwetmatig).> Agama Islam menuntut agar
setiap tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan
sisi keadilan dan sepenuhnya berdasarkan kemaslahatan ummat.

Salah satu permasalahan penting yang masih didiskusikan oleh para ulama
adalah kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga barang, atau dalam versi
fikih disebut dengan fas 7r. Tas 'ir merupakan upaya pembatasan harga dalam jual
beli barang terhadap satu komuditas barang dagang yang dilakukan oleh penguasa
atau pemerintah sehingga para penjual atau pedagang tidak boleh melewati dari
harga yang telah ditetapkan.?

Tas ir atau penetapan harga berhubungan dengan ketentuan batas harga di
dalam jual beli yang dilakukan pemerintah tanpa menzalimi pemilik (pedagang)
dan tanpa memberatkan pembeli.® Dalam kajian fikih muamalah, para ulama tidak
padu dalam menanggapi hukum zas’ir. Ada yang tidak membolehkan ada pula
yang membolehkan.

Pro dan kontra hukum zas zr sebetulnya terjadi dikarenakan minimal 2 (dua)
aspek umum. Satu sisi, adanya perbedaan antara tekstual dalil yang melarang

pembatasan harga dengan kenyataan di mana para pedagang dapat merugi dari

!Aminuddin llmar, Hukum Tata Pemerintahan, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2018), him. 82.

2Abd al-Samt” Ahmad Imam, Minhaj Al-Talib fi Al-Mugaranah baina Al-Mazhab, (Terj:
Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), him. 368.

3Sayyid Sabig, Figh Al-Sunnah, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaugina), Jilid 5, (Jakarta:
Republika, 2018), him, 53.



ketetapan pemerintah itu. Pada sisi lain, fas 7r ini menjadi bagian dari usaha dan
keterlibatan dari pemerintah dalam mengendalikan harga barang yang boleh jadi
karena para pedagang justru secara semena-mena menetapkan harta yang dapat
memberatkan para pembeli.

Mayoritas ulama (jJumhur ulama) berpandangan bahwa pemerintah tidak
boleh membatasi harga atau ras '7r. Mazhab Hanafi mengemukakan larangan bagi
pemerintah dalam menetapkan harga barang karena harga sepenuhnya berlaku
bagi para pedagang, dan mereka bebas dalam menentukannya. Pendapat mazhab
Syafi’T menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan
nilai harga barang.*

Pendapat di atas sama seperti mazhab Hanbali, penguasa tidak berwenang
di dalam menetapkan dan juga membatasi harga suatu komuditas barang dengan
batasan harga tertentu. Bahkan menurut Ibn ‘Umar, Salim bin Abdullah, Qasim
bin Muhammad melarang pemerintah melaksanakan pembatasan harga di pasar.
Artinya, apabila terdapat pemerintah menetapkan harga, maka hukumnya adalah
tertolak. Pendapat tersebut melihat ada beberapa dalil yang konkrit yang memberi
indikasi hukum bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga suatu barang.
Dalilnya adalah QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29 yang melarang memakan harta sesama
dengan cara yang batil >

Menurut ulama yang tidak setuju dengan zas7r, menjadikan QS. Al-Nisa’
[4] ayat 29 sebagai dalil bahwa pemerintah tidak dapat menetapkan harga barang,
sebab hal tersebut sama halnya memakan harta orang lain dengan cara yang tidak
batil. Pemerintah yang membatasi harga justru menjadikan para pedagang tidak
rela atas harga yang ditetapkan, dan boleh jadi akan merugikan para pedagang.

Dalil lainnya mengacu kepada riwayat hadis riwayat Aba Dawud. Intinya

menyatakan bahwa para sahabat meminta agar Rasulullah menetapkan harga, tapi

“Abd Al-Sami> Ahmad Imam, Minhgj..., him. 368.
SIbid.



Rasulullah menjawab bahwa Allah mempunyai kewenangan dalam menetapkan
harga.® Sisi pendalilan hadis ini bahwa menurut jumhur ulama, menentukan harga
adalah sepenuhnya berada di tangan Allah SWT. Artinya pemerintah tidak berhak
turut campur melakukan intervensi pembatasan harga yang dilakukan oleh para
pedagang, yang terpenting adalah sikap ridha dan rela pembeli tentang harga yang
sudah ditetapkan para pedagang. Jika memang pembeli tidak rela, maka ia tidak
mesti membelinya, inilah konsekuensi yang berlaku dalam jual beli. Di samping
dalil nagli di atas, jJumhur ulama juga berdalil dengan agliyah, di mana manusia
bebas menentukan harta mereka, tidak boleh sebagian mereka dicekal untuk
menggunakan harta miliknya, tidak boleh pula memaksa para pedagang dengan
harga yang ditetapkan oleh penguasa.’

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas, ada juga ulama memberi
kebolehan bagi pemerintah dalam menetapkan harga. Ulama yang memberikan
perhatian khusus tentang masalah ini adalah 1bn Qayyim Al-Jauziyyah, salah satu
ulama populer dalam mazhab Hanbali. Di dalam masalah ini, Ibn Qayyim justru
membolehkan fas 7. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dibolehkan membuat
kebijakan untuk ikut mengintervensi harga barang dan menetapkan batasan harga
untuk dipakai sebagai standar harga komuditas barang tertentu.®

Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah cenderung lebih elastis dan tidak kaku.
la berpendapat bahwa jika dalam kondisi normal, tidak ada penimbunan barang
(ihtikar), permainan harga, dan kezaliman, maka harga secara sendirinya berlaku
secara alami dan diserahkan kepada para pedagang. Artinya pedagang memiliki
hak untuk menetapkan harga barang. Namun begitu Ibn Qayyim mengkhususkan
jika ada kondisi pasar ada penimbunan atau monopoli barang (al-iktikar) atau

kezaliman, seperti para pedagang memainkan harga barang sehingga menjadikan

®Abii Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy’as Al-Sajastani, Sunan Abz Dawud, (Riyad: Bait Al-
Afkar Al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), him. 385.

"Abd Al-Sami* Ahmad Imam, Minhgj..., him. 369-370.

8lbn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Turg Al-Hukmiyah wa Siyasah Al-Syar’iyyah, , (Mekkah:
Dar ‘Alim Al-Fawa’id, 1428), him. 638.



konsumen susah dan sulit terhadap tingginya harga, atau karena ada kezaliman-
kezaliman yang lainnya, pemerintah boleh mengintervensi tersebut dan juga pasar
menetapkan jumlah dan batasan harga barang.®

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah membagi konsep zas '7r ke dalam dua bentuk, ada
tas 'ir yang dilarang dan dibolehkan.'® Pembatasan harga yang diharamkan berupa
penetapan harga dari pemerintah yang justru menzalimi pedagang atau konsumen,
sementara tas 'ir yang dibolehkan seperti pembatasan harga yang justru memberi
rasa adil, baik terasa adil pada pihak pembeli maupun kepada pihak konsumen.!!

Menariknya bahwa pendapat Ibn Qayyim tersebut berbeda dengan ulama
mazhab Hanbali yang merupakan mazhab beliau sendiri. Maknanya Ibn Qayyim
menyimpangi pendapat yang berkembang dalam mazhabnya sendiri. Berdasarkan
pemasalahan di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh menyangkut pendapat Ibn
Qayyim Al-Jauziyyah berikut dengan alasan-alasan dan metode penalaran yang
digunakan. Untuk itu, masalah ini berjudul: “Analisis Konsep Penetapan Harga
oleh Pemerintah: Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan Relevansinya
Dengan Konteks Kekinian”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka terdapat beberapa
masalah penting yang hendak didalami dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan
yang diajukan adalah:
1. Bagaimana pendapat lbn Qayyim Al-Jauziyyah tentang prosedur penetapan
harga oleh pemerintah?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh Ibn Qayyim Al-

Jauziyyah tentang prosedur penetapan harga?

°Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Firasah, (Tahgig: Shalah Ahmad), (Tp: 1986), him. 234.
O1bn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Turg Al-Hukmiyah..., him. 430.
Y1bid.



3. Bagaimana relevansi pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan konteks

kekinian?

C. Tujuan Penelitian
Berpijak pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengetahui pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang prosedur
penetapan harga oleh pemerintah.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbat yang digunakan Ibn Qayyim
Al-Jauziyyah tentang prosedur penetapan harga.
3. Untuk mengetahui relevansi pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan

konteks kekinian.

D. Penjelasan Istilah
Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang mesti dikemukakan,
yaitu penetapan harga dan pemerintah. Dua istilah tersebut penting dijelaskan
dengan tujuan dan maksud agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah
yang dimaksud. Masing-masing dapat dikemukakan dalam poin-poin sebagai
berikut:
1. Penetapan Harga
Penetapan harga dalam istilah hukum Islam disebut dengan tas 'ir, yaitu
upaya pembatasan harga di dalam jual beli barang terhadap suatu komuditas
barang, dilaksanakan oleh penguasa sehingga para penjual atau pedagang tidak
boleh melewati dari harga yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah
tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan zas ‘7 di sini ialah pemerintah ikut serta
di dalam menentukan harga pasar terhadap komuditas barang tertentu dengan
tujuan supaya penjual atau pihak pedagang tidak menaikkan harga yang sudah

ditetapkan.

2Abd Al-Sami® Ahmad Imam, Minhgj..., him. 368.



2. Pemerintah

Menurut Sumaryadi pemerintah merupakan orang yang memiliki suatu
kekuasaan, atau pihak atau orang yang secara hukum telah dikuasakan baginya
berupa hak yang kemudian ia mempunyai wewenang untuk mengatur segala
sesuatu yang berada di bawah.'® Berdasarkan makna tersebut, maka maksud
dengan istilah pemerintah adalah setiap unsur atau lembaga yang masuk dalam
jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
3. Konteks Kekinian

Istilah konteks kekinian tersusun dari dua kata. Kata konteks bermakna
situasi atau kondisi yang berhubungan dengan kejadian. Adapun kata kekinian
berarti keadaan kini atau sekarang.** Jadi, yang dimaksud dengan kata konteks
kekinian berarti situasi atau kondisi yang terjadi saat ini ataupun berhubungan

dengan apa yang terjadi pada saat ini.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melaksanakan penelitian ini, penulis
melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan juga belum ditemukan
kajian yang secara khusus mengkaji prosedur penetapan harga oleh pemerintah,
dengan studi pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan relevansi dengan konteks
kekinian. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relavan dengan kajian
penelitian skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Maya Ananda, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan
Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam—Banda Aceh pada Tahun
2017, dengan Judul: “Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh

terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar menurut Perspektif

BRahyunir Rauf “Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi
Perangkat Kecamatan”, Jurnal Vol. III Nomor 1 April 2017, him.224.

“Diakses melalui: https://kbbi.web.id/kini, tanggal 15 Oktober 2021.



Tas'tr Al-Jabari”. Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis,
sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian
lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari
hasil penelitian dapat diketahui, Peran pemerintah dalam menstabilkan
harga pasar hanya sebatas pengamatan harga yang berlaku di pasar dan
monitoring pendistribusian barang, dengan pencatatan dan penambahan
jumlah ketersediaan barang serta pengawasan dari tindakan pedagang yang
melanggar aturan. Pemerintah tidak melakukan intervensi harga. Apabila
sudah mendapatkan keadaan pasar yang tidak stabil dan harga makanan
pokok sangat mahal, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan langsung
melakukan antisipasi berupa pasar murah dengan menyubsidi harganya.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, responsibilitas dan
profesionalisme yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh dalam
menetralisir harga pasar sedikit banyaknya sudah berhasil dan sesuai
dengan konsep tas‘ir al-jabari karena semua yang dilakukan oleh
pemerintah didasarkan demi kemaslahatan masyarakat.'®

2. Sahnaz Kartika, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan pada Tahun 2018, dengan Judul: “Kewenangan Negara Menetapkan
Biaya Top Up dalam Perspektif Sayyid Sabig (Studi Kasus terhadap Top
Up E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi-Medan)”.
Tipe penelitian yang digunakan ialah yuridis-empiris, dengan pendekatan
masalah pendekatan sosiologis (sociological approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach), Metode penelitian ini memadukan
bahan-bahan hukum field research dan library research. Untuk field
research menggunakan metode wawancara Bank Syariah Mandiri dan

nasabah, sedangkan library research meneliti buku-buku yang terkait

®Maya Ananda, “Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium
Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas 7 Al-Jabari”. Skripsi Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam—Banda Aceh, 2017.



dengan konsep tas’ir yaitu kitab Sayyid Sabiq dan Peraturan Bank Indonesia
terkait dengan biaya top-up e-money. Dari penelitian ini, diketahui bahwa
Bank Syariah Mandiri dalam melakukan Top Up E-Money terdapat
penambahan yang tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dalam
Peraturan Anggota Dewan Gubernur No0.19/10/PADG/2017 ketika
melakukan pengisian ulang kartu E-Money. Jika kita mengisi dengan
jumlah nominal Rp.50.000, maka biaya yang harus kita bayar ialah
Rp.56.500 apabila kita melakukan pengisian ulang kartu (E-Money) di
Teller Bank Syariah Mandiri, dan apabila kita melakukan pengisian ulang
di mesin ATM Mandiri maka biaya yang dikenakan ialah Rp.52.000. Jika
dilihat dari perspektif Sayyid Sabig mengatakan jika para pedagang
bertindak sewenang-wenang melampaui batas sehingga membahayakan
pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga
demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi
mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.'®

3. Artikel yang ditulis oleh Dr. Evra Willya, M.Ag, dengan judul: “Ketentuan
Hukum Islam tentang At-7as'ir Al-Jabari”. Maksud at-fas’ir al-jabari
adalah intervensi pemerintah dalam menetapkan harga komoditi barang
yang beredar di pasar. Islam mengakui kebebasan setiap individu untuk
melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain, dimana
setiap individu diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya untuk
memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kehidupannya dengan cara yang
tidak bertentangan dengan kemashlahatan masyarakat. Karena tujuan utama
perekonomian Islam adalah agar hubungan ekonomi manusia berdiri diatas
landasan gotong royong, saling cinta kasih, kejujuran, keadilan, selain itu

juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat. Menutup

6K artika, “Kewenangan Negara Menetapkan Biaya Top Up dalam Perspektif Sayyid Sabiq
(Studi Kasus terhadap Top Up E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi-
Medan)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.



lubang-lubang yang menyebabkan kekayaan bertumpuk pada tangan
beberapa individu saja. Semua itu harus berdasarkan syariat Islam.
Pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan
harga standar yang berlaku di pasar apabila mereka melakukan ihtikar.
Bahkan pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi
agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditas, manfaat, dan jasa yang
sangat diperlukan masyarakat. Untuk itu pihak pemerintah sebaiknya
melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditas yang
menyangkut keperluan orang banyak. Sistem pasar dalam ekonomi Islam
adalah sistem pasar bebas yang di atur oleh hukum penawaran dan
permintaan disertai system persaingan sempurna yang tidak membawa
kepada kemudaratan dan kezaliman. Ketika didapati kemudaratan dan
kezaliman, maka pemerintah dibolehkan untuk intervensi dalam pasar. Di
kalangan Fukaha’, mekanisme pasar sudah dibicarakan walaupun masih
dalam pola yang sederhana. Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah melarang
pematokan harga secara mutlak, sedangkan ulama Hanafiyah dan
Malikiyah membolehkan pematokan harga pada kasus-kasus tertentu.’

4. Penelitian yang ditulis Yenti Afrida, Lecturer Of Syari’ah PPS Faculty at
IAIN Imam Bonjol Padang, di dalam Jurnal “FITRAH Vol. 01, No. 1,
Januari-Juni  2015” Judul: “Intervensi Pemerintah Indonesia dalam
Menetapkan Harga BBM Ditinjau Mekanisme Pasar Islam”. Hasil
penelitian ditemukan bahwa di dalam konsep mekanisme pasar secara
Islami, harga-harga komoditi ditetapkan oleh mekanisme pasar, artinya
harga berlaku tergantung kepada permintaan dan penawaran. Akan tetapi,
dalam keadaan tertentu misalnya penetapan harga BBM yang mengalami

turun dan naik tergantung harga minyak dunia, maka pemerintah boleh

Evra Willya, “Ketentuan Hukum Islam tentang At-Tas ir Al-Jabari”. Artikel, diakses
melalui: https://www.neliti.com/id/publications/240228/ketentuan-hukum-islam-tentang-at-tasir-
al-jabari, tanggal 12 Juli 2021.
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intervensi harga demi untuk kemaslahatan dan juga melindungi kepentingan
rakyat yang belum merata kemampuannya secara ekonomi, sebab tindakan
intervensi pemerintah berlandaskan kemaslahatan serta kesejahteraan
masyarakat.

. Penelitian yang ditulis oleh Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh, Mahasiswa
Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas IImu Agama Islam, Universitas
Islam, dengan Judul: “Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilisasi Harga
melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam (Studi
Kasus di Dinas Perindag Diy) ”. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa
setelah dilakukan penelitian tentang bagaimana intervensi pemerintah
dalam menjaga stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM)
perspektif ekonomi Islam maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan
jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
dalam penerapan peran pemerintah yang dilakukan oleh DISPERINDAG
DIY telah sesuai dengan 3 peran pemerintah dalam pandangan Islam yaitu
sebagai pengawas faktor utama penggerak ekonomi, sebagal penghenti
muamalah yang diharamkan dan sebagai pematokan harga. Pada Alokasi
barang, Distribusi dan Stabilisasi- yang telah dilakukan oleh DISPE
RINDAG DIY telah sesuai dengan 3 peran pemerintah sebagai pelaku
ekonomi. Dalam stabilisasi harga menurut perspektif Ekonomi Islam yang
diterapkan DISPERINDAG DIY dalam Operasi Pasar Murni (OPM) dan
komoditas lainnya telah sesuai dengan penetapan harga dan kesepakatan
harga yang dikemukakan Yusuf Al-Qardhawi. Dalam penerapan harga pada
saat dilakukan Operasi Pasar Murni, DISPERINDAG DIY telah sesuai
dengan konsep harga Operasi Pasar pada umumnya yaitu pemotongan harga
antara 10%-15%.

. Penelitian yang ditulis oleh Indra Hidayatullah, Mahasiswa Institut Agama
Islam Syarifuddin Lumajang, dalam Jurnal “Igtishoduna Vol. 8 No. 1 April

2019” dengan Judul: “Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar .
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak
perlu di atur oleh pemerintah. apabila setiap individu dalam masyarakat
diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang di ingin mereka
maka kebebasan untuk mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan
ekonomi Negara dan dalam jangka panjang kebebasan tersebut akan
mewujudkan pertumbuhan akan ekonomi yang teguh dan mantap.
Pemerintah juga dituntut ikut campur tangan dalam perekonomian karena
kalau perputaran pasar tanpa aturan maka pasar akan tidak stabil dengan
banyaknya muncul monopoli pasar Idealnya pasar adalah pasar persaingan
sempurna yang mana para pelaku pasar sama-sama bebas dalam melakukan
perekonomian. Yang paling tidak menguntungkan bagi pedagang kecil
adalah pasar monopoli yang mana pasar dikuasai seseorang atau kelompok
untuk menguasai pasar. Pemerintah sangatlah berperan besar dalam
stabilitas pasar dengan ikut campur tangan dalam perekonomian pasar maka
di pasar akan stabil dalam perputarannya. Dengan berbagai metode konsep
yang ideal dari pemerintah untuk menghadang pelaku monopoli. Dengan
adanya campur tangan pemerintah maka stabilitas pasar akan selalu
seimbang antara para pelaku ekonomi.

. Penelitian yang ditulis oleh Yati Nuryati dan Miftah Farid, Badan
Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan,
dengan Judul: “Analisis Penetapan Kebijakan Harga Barang Kebutuhan
Pokok ”. Hasil analisis berdasarkan kriteria andil inflasi, fluktuasi harga,
pangsa pengeluaran rumah tangga serta histori kebijakan menunjukkan
bahwa komoditas yang menjadi prioritas dalam penetapan harga yaitu
beras, daging ayam, cabe merah, bawang merah, minyak goreng dan gula.
Kebijakan harga dapat diterapkan pada komoditas minyak goreng dan
kombinasi kebijakan fundamental dan kebijakan harga diterapkan pada
komoditas daging ayam, beras, cabe merah, bawang merah dan gula.

Berdasarkan pendekatan fundamental dan harga dapat ditentukan jenis



12

kebijakan harga pada komoditas bahan pokok, yaitu (a) kebijakan harga
pembelian pemerintah dapat diterapkan pada gula dan beras; (b) penetapan
harga eceran tertinggi dapat diterapkan pada komoditas beras, gula dan
minyak goreng; dan (c) kebijakan harga acuan dapat diterapkan pada
komoditas cabe dan bawang dengan memperbaiki manajemen produksi dan
masa pasca panen.

. Penelitian yang ditulis oleh Aris Rahmaddillah, Mahasiswa Fakultas
Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada
Tahun 2018, dengan Judul: “Mark UP Penjualan Harga Tiket Bus pada
Loket Terminal Batoh dalam Perspektif Tas ir Al-Jabari (Studi tentang
Penyimpangan Harga dari Ketetapan Organda Banda Aceh)”. Dalam
penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif
analisis, dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian harga tiket yang
dijual di loket terminal Batoh menjelang hari raya Islam memang
mengalami kenaikan harga (Mark Up) yang tidak ada persetujuan dari
Organda dan Kementerian Perhubungan. sehingga perlu dari pihak
Kementerian Perhubungan, melakukan pengawasan (7as’ir Al-Jabari)
terhadap loket terminal Batoh pada saat menjelang hari raya Islam. Dari
paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, penetapan harga tiket yang dijual
di loket Terminal Batoh berdasarkan pengajuan dan pertimbangan oleh
pihak perusahaan dan disetujui oleh Organda dan Kementerian
Perhubungan. Kenaikan harga (Mark Up) yang dilakukan oleh perusahaan
bus menjelang hari raya Islam tidak ada persetujuan oleh Organda dan
Kementerian Perhubungan. Maka pengawasan pemerintah (7as’'ir Al-
Jabari) yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan sangat
diperlukan oleh masyarakat dan pihak Kementerian Perhubungan akan

memberi sanksi kepada loket yang menaikkan harga.
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9. Penelitian yang ditulis oleh Murdiansah S. A. Karim, Mahasiswa
Universitas Bumi Hijrah Tidore, Jurnal Aplikasi dan Kebijakan Publik &
Bisnis, Vol.1, No.2, September 2020”, dengan Judul: “Peran Pemerintah
Daerah dalam Mengontrol Harga Pangan berdasarkan UU Pangan No 18
Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)”. Hasil penelitiannya
bahwa peran yang dilakukan pemerintah daerah khususnya pemerintah
Kota Tidore Kepulauan pada pengontrolan harga pada pasar dan
pengontrolan ketersediaan.. Namun begitu, pemerintah daerah tidak
mengontrol harga pasokan pendistribusian hasil panen para petani yang
dijual di pasar. Karena itu, dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk
mengontrol pendistribusian harga pangan tomat yang akan dijual ke pasar.
Sehingga harga pangan tomat tetap normal antara para petani dengan pasar.
Teori ekonomi Islam membolehkan adanya intervensi pemerintah
melakukan pengaturan, penetapan dan juga pengawasan harga. Sehingga
harga pangan tetap stabil dan sesuai dengan UU Pangan No. 18 Tahun 2012,
Pasal 55 yang kebijakan mengatur kestabilan harga konsumen dan
melindungi pendapatan para petani.

10. Artikel yang ditulis oleh M. Arif Hakim, Mahasiswa STAIN Kudus Jawa
Tengah Indonesia, dengan Judul: “Peran Pemerintah dalam Mengawasi
Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam . Tulisan ini membahas tentang
konsep Islam dalam hal hubungan pemerintah dan mekanisme pasar.
Dalam Islam, Negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi
ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna,
informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Dengan menggunakan
pendekatan sejarah, dapat diketahui bahwa konsep tentang mekanisme
pasar sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW berdasarkan riwayat hadis.
Pada masa selanjutnya, para ulama Muslim juga memberikan kontribusi
pemikiran tentang mekanisme pasar secara komprehensif, seperti Abu

Yusuf, Yahya bin Umar, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun.



14

Konsep tentang supply and demand dalam ekonomi Islam, menjadi salah
satu faktor penentu harga. Dalam hal terjadi distorsi pasar, maka
pemerintah boleh melakukan intervensi.®

11. Artikel yang ditulis oleh Didin Baharuddin, Mahasiswa Fakultas Syariah
dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, dengan Judul: “Tasir (Price Fixing)
dalam Perspektif Magashid Al-Syari’ah”. Kondisi harga barang di pasar
mengalami pasang surut. Dalam kondisi normal Pemerintah tak perlu
mengintervensi harga pasar yang dalam ekonomi Islam dikenal dengan
tas tr. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun demikian sikap
Rasulullah SAW tersebut tidak berlaku dalam kondisi yang kritis terutama
pada saat terjadi kenaikan harga barang yang melambung tinggi (distorsi)
akibat ulah ihtikar, tadlis, taghrir, dan monopoli. Sehingga menurut para
ulama, tas7r dibolenkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi
masyarakat sesuai dengan magasid al-syari’ah, terutama memelihara
harta (hifz al-mal).*

12. Penelitian Asnah Nilla Justar, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara pada Tahun 2021, dengan judul penelitian
yaitu: Prosedur Penetapan Harga oleh Pemerintah dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Analisis Perspektif
Siyasah) ”.?° Hasil penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga oleh
pemerintah dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu

dilakukan pada saat ditemukan kondisi-kondisi tertentu seperti praktik

BArif Hakim, “Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif
Islam”. Artikel, diakses melalui: https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/974064106058
99810, tanggal 12 Juli 2021.

Didin Baharuddin, “Tas i (Price Fixing) dalam Perspektif Magashid Syari’ah”. Jurnal,
diakses melalui: https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/384, pada tanggal 12
Juli 2021.

20 Asnah Nilla Justar, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara
pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi: Prosedur Penetapan Harga oleh Pemerintah dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (4nalisis Perspektif Siyasah)”.
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permainan harga, praktik penimbunan dan monopoli sehingga membuat
harga tidak stabil. Berdasarkan Pasal 26, pemerintah berwenang dan
berkewajiban menetapkan standarisasi harga pasar, yaitu dengan
mekanisme melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan.
Konsekuensinya adalah dapat menjaga stabilitas harga barang yang
beredar di pasar, sehingga tidak merugikan pihak masyarakat selaku
produsen (pedagang) dan masyarakat selaku konsumen. Penetapan harga
yang dilakukan pemerintah dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang
Perdagangan sudah sesuai dengan siyasah syar iyyah atau politik Islam.
13. Penelitian Ikram MJ, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi
Hukum Ekonomi Syari’ah pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi:
“Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli menurut
Tinjauan Teori Maslahah: Studi Pendapat Yiisuf Al-Qaradawi”.?* Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Yasuf al-Qaradawi, hukum
intervensi pasar (price fixing atau fas '7r) dalam jual beli ada dua bentuk,
yaitu intervensi pasar terlarang (tzas’ir al-mamnii’), yaitu menetapkan
standar harga saat harga mengalami kenaikan karena supplay dan demand.
Kedua adalah intervensi pasar yang dianjurkan (tas’'ir masyrii’), yaitu
menetapkan standar harga karena terjadi penimbunan, monopoli atau
permainan harga sehingga terjadi kezaliman karena tingginya harga
barang. Dalil yang ia gunakan yaitu ketentuam QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29
dan dua hadis riwayat Abu Dawud. Adapun metode istinbath hukum yang
digunakan Al-Qaradawi adalah ta 'lili dan istishlahi. Pendapat Yasuf al-
Qaradawi tentang intervensi pasar (price fixing) sudah sesuai dengan teori
maslahah. Penetapan harga standar barang oleh pemerintah termasuk

mashlahah al-dhaririyah, yaitu kemaslahatan primer, dan dari sisi

2 kram MJ, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi: “Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli
Menurut Tinjauan Teori Maslakah: Studi Pendapat Yasuf Al-Qaradawi”.
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kesesuaian dengan nash, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai

dengan mashlahah mu tabarah.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pembahasan penting di dalam sebuah penelitian,

digunakan sebagai media untuk menggali data-data akurat, apa adanya, sehingga

harus ada dalam sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan metode yang

digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian

kualitatif.?? Dalam skripsi ini memuat tiga pembahasan, yaitu jenis penelitian,

teknik pengumpulan data, dan analisis data. Masing-masing uraiannya yaitu

sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual atau conceptual
approach. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan beranjak
pada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (legal
issue) yang sedang dikaji, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum
tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu
hukum yang dengan diteliti.>® Dalam penelitian ini, isu hukum (legal issue)
yang dimaksudkan adalah tentang penetapan harga, yang dikaji berdasarkan
pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dilihat dalam konteks kekinian.
2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif yaitu menjelaskan
fokus penelitian secara objektif dan apa adanya. Jenis penelitian ini deskriptif-
analisis. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan

untuk menggambarkan atau memaparkan tentang sesuatu hal, seperti keadaan,

16.

22Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (bandung: pustaka setia, 2009), him.

Z3peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2017), him. 135.
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kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, pandangan dan yang lainnya.?* Penelitian
deskriptif analisis dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai bentuk penelitian
dengan fokus menggambarkan keadaan atas suatu masalah secara konseptual.
Dalam skripsi ini, masalah yang dianalisis ialah pendapat 1bn Qayyim tentang
penetapan harga dan dilihat dalam konteks kekinian, dilihat dari sisi situasi dan
keadaan penetapan harga yang berlaku sekarang.
3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka data
penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan,
seperti buku-buku hukum, kitab fikih muamalah, ensiklopedi hukum Islam,
jurnal hukum Islam, kamus bahasa dan kamus hukum, sumber kepustakaan
lainnya. Semua sumber data kepustakaan tersebut dikelompokkan menjadi tiga
sumber, yaitu primer, sekunder, dan juga tersier. Masing-masing sumber data
tersebut yaitu:

a. Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang memberikan
penjelasan langsung tentang pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah terkait
hak dan wewenang pemerintah serta prosedur penetapan harga (tas ir).
Data mengenai pendapatnya ditemukan dalam beberapa referensi yang
ia tulis, seperti kitab: Al-7urg Al-Hukmiyyah wa Siyasah Al-Syariyyah,
kitab Firasah, serta kitab-kitab Ibn Qayyim Al-Jauziyyah yang lainnya
yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan data sekunder merupakan bahan kedua yang memberi penjelasan
tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, di antaranya
kitab Abd al-Sami’ Ahmad Imam, Minhaj Al-Talib ft Mugaranah baina
Al-Mazhab, kitab Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, kitab Ibn ‘Abd Al-Barr,
Kitab Al-Kafi fi Figh Ahl Al-Madinah Al-Maliki, kitab Habib Ibn Tahir,
Al-Figh Al-Malikr wa Adillatuh, dan kitab-kitab lainnya yang rekevan.

24Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 14, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2010), him. 3.
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c. Bahan data tersier merupakan bahan data ketiga yang sifatnya pelengkat
seperti kamus-kamus bahasa dan juga hukum, ensiklopedi hukum Islam,
jurnal hukum, artikel, dan bahan lainnya yang relevan dengan penelitian
ini.
4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data.
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji
dengan menggunakan cara analisis-normatif. Artinya, penulis berusaha
menguraikan tentang hukum yang berkaitan dengan prosedur penetapan harga
oleh pemerintah menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dilihat dari konteks saat
ini, kemudian dianalisa secara konseptual berdasarkan ketentuan-ketentuan
normatif hukum Islam yang termuat dalam sumber hukum Islam, baik Alquran

dan hadis.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, masing-masing dilengkapi dengan
beberapa sub bahasan. Masing-masing pembahasannya dengan sistematika yaitu
sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari penjelasan terkait latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan
istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang wewenang tas’ir oleh
pemerintah dalam Islam, pengertian wewenang dan fas ir, dasar hukum zas 'ir,
wewenang tas 7 pada masa Khulafa’ Al-Rasyidin dan kekhalifahan setelahnya,
pendapat ulama tentang zas r.

Bab tiga analisis prosedur penetapan harga oleh pemerintah studi pendapat
Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan relevansinya dengan konteks kekinian. Penjelasan
umum bab ini mengenai pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mengenai prosedur

penetapan harga oleh pemerintah, dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh
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Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mengenai prosedur penetapan harga, dan juga relevansi
pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan konteks kekinian.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan berupa uraian
ringkas tentang jawaban dari rumusan masalah, serta dilengkapi dengan saran-

saran.



BAB DUA
LANDASAN TEORITIS TENTANG WEWENANG TAS’IR
OLEH PEMERINTAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Tas’ir

Istilah zas 7r asalnya dari kata sa ‘ara berarti menyalakan atau mengobarkan,
mempercepat, melintasi. kata sa’ara kemudian muncul istilah al-sa 7u, bentuk
jamak atau pluralnya yaitu as ‘ar berarti harga. Kemudian muncul istilah al-zas 'ir,
artinya al-tasmin, yaitu penaksiran harga atau penetapan harga.?> Dari makna ini,
tas tr atau intervensi pasar dimaknai sebagai penentuan harga pada pasar yang
tidak seimbang.

Dalam hukum konvensional konsep 7as ‘7 ini sama dengan istilah intervensi
pasar. Konsep intervensi pasar diarahkan pada penetapan harga oleh pemerintah
terhadap satu komoditas harga barang. Intervensi pasar atau nama lain dari market
intervention dan price mixing, merupakan turut campurnya pemerintah di dalam
mengintervensi pasar, yaitu dengan membuat kebijakan yang bisa mempengaruhi
dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (market intervention) oleh sebab
terjadinya distorsi pasar karena faktor alamiah.?® Intervensi pasar juga bermakna
bahwa apabila distorsi pasar terjadi karena sifatnya alamiah maka kebijakan yang
ditempuh adalah intervensi harga pasar.?’

Dalam hukum Islam, atau lebih tepatnya dalam perspektif fikih, intervensi
pasar diistilahkan dengan tas 7r. Yasuf Al-Qaradawi mengemukakan penetapan
harga (tas 'ir) ialah penentuan harga oleh pemerintah sementara para pelaku pasar

dilarang menaikkannya dan menurunkan harganya.?® Abd Al-Sami’ Ahmad Imam

25 Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab
Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), him. 633.

ZMoh. Mufid, Ushul Figh Ekonomi, dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi,
Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 126-127.

2’Supriadi, Konsep Harga dalam Ekonomi Islam, (t.pt: Guepedia, 2018), him. 52.

Yyasuf Al-Qaradawi, Madkhal li Dirasah Syari’ah Al-1slamiyyah, (Terj: Ade Nurdin dan
Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), him. 188.
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juga mengemukakan, tas '7r atau intervensi pasar ialah tindakan hakim membatasi
harga barang dagangan sehingga penjual tidak boleh melewati harga yang telah
ditetapkan.?® Definisi lainnya dipahami dari keterangan Sayyid Sabiq, ¢as ’ir ialah
penetapan harga barang-barang yang hendak diperjual belikan tanpa menzalimi
pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.*

Berdasarkan dua definisi terakhir memberi pemahaman bahwa intervensi
pasar diarahkan kepada penetapan atau ikutnya pemerintah di dalam menentukan
nilai harga suatu barang. Melalui penentuan harga suatu komuditas barang, maka
pemilik barang tidak diperkenankan meninggikan dan menurunkan harga tersebut
sepanjang tidak dicabut oleh pemerintah. Para pedagang ataupun pemilik barang
secara umum akan meninggikan harga barang ketika permintaan terhadap barang
itu tinggi, sementara barangnya sudah tidak banyak. Demikian juga ketika jumlah
suatu barang banyak, sementara permintaan sedikit, maka harga barang biasanya
akan turun secara drastis. Sebab itu, intervensi pasar atau penetapan harga (zas 'ir)
dimaknai sebagai hadirnya pemerintah dalam menentukan batasan harga yang

wajib dipatuhi pihak pemilik barang.

B. Dasar Hukum Tas’ir

Konsep fas 'ir atau kekuasaan (kewenangan) pemerintah dalam menetapkan
harga komuditas satu barang berawal dari adanya praktik-praktik yang tidak sehat
bermunculan di pasar, misalnya praktik monopoli barang, sehingga berakibat naik
dan tingginya harga, dengan itu kezaliman tidak terhindarkan. Namun demikian,
para ulama sebetulnya masih berbeda pendapat mengenai hukum tas ‘i, apakah
pemerintah berwenang menetapkan harga pada saat kondisi di mana harga barang
tinggi karena kezaliman itu. Oleh sebab itu, dari sisi fikih (produk hukum fugaha)

masalah ini masih terjadi ikhtilaf. Hanya saja, pada sesi ini, penulis tidak sedang

29Abd Al-Sami’ Ahmad Imam, Minhgj Al-Talib fi Al-Mugaranah baina Al-Mazhab, (Terj:
Y. Magosid) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), him. 368.

30Sayyid Sabig, Figh Al-Sunnah, (Terj: Abu Aulia, dan Abu Syaugina), Jilid 5, (Jakarta:
Republika, 2018), him. 53.
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ingin memaparkan secara jauh mengenai perbedaan pendapat ini, namun dibahas
secara tersendiri pada sub bab terakhir bab ini.
Dasar hukum fas 7r diakui berdasarkan dalil umum ketentuan Alquran QS.
Al-Nisa’ [4] ayat 58:
B 51a JAR 3SE T G S 15 gl SIRERINERS N S &
a5 ;.x.d:" HE uu« (.i:bu U
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, bila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya
kamu menetapkan (hukum)-nya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar,
Maha Melihat (QS. Al-Nisa’ [4]: 58).

Ayat ini berlaku umum, yaitu kepada siapa saja yang diberikan kewenangan
memutuskan perkara, harus memutus dengan cara yang adil. Dalam catatan Imam
Al-Qurtubi, ayat di atas merupakan ayat yang sangat penting dalam agama dan
syariat yang ada di dalamnya. Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat Ali bin Abi
Talib, Zaid bin Aslam, Syahr bin Hausyab dan lbn Zaid,* bahwa yang diberikan
amanat dan pihak yang memutuskan perkara dalam ayat itu ditujukan khusus bagi
pemimpin-pemimpin kaum muslimin yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian
para pemimpin-pemimpin setelahnya.®?

Dalam tafsir yang lain, misalnya merujuk kepada keterangan Al-Syaukant,
bahwa ayat di atas termasuk induk-induk ayat yang mengandung banyak hukum
syariat, karena konteksnya menunjukkan keterangan mencakup semua manusia
berkenaan dengan semua amanat. Imam Al-Syaukani juga mengutip pandangan
Al dan Zaid bin Aslam sebelumnya, bahwa khizab tersebut ditujukan pada para

pemimpin kaum muslimin.

SLADT Bakr Al-Qurtubi, Jami’ Al-Akkam Al-Quran, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 5, (Jakarta:
Pustaka Azzam 2011), him. 606.

21 bid.

33Muhammad lbn Abdullah San’ant Al-Syaukani, Fatk Al-Qadir, (t.terj), Jilid 2, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2011), him. 902.



23

Makna perintah untuk menetapkan secara adil dalam potongan ayat di atas
ialah penetapan hukum sesuai dengan apa yang terdapat dalam Kitab Allah SWT,
serta Sunnah Rasul SAW.3* Al-Syaukani membolehkan seorang pemimpin atau
hakim menetapkan hukum berdasarkan ijtihad bagi kasus-kasus hukum tersebut
yang tidak ada keterangan hukumnya di dalam Alquran dan hadis.*® Al-Qurtubi
juga menyatakan ulasan serupa, orang yang berhak menetapkan suatu hukum di
dalam suatu masalah adalah para wali, hakim dan pemimpin.*®

Kewajiban untuk menetapkan perkara hukum secara adil berarti tuntutan di
dalam mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman yang terjadi di tengah
masyarakat. Kondisi kezaliman apapun harus dihilangkan, jika di dalam masalah
hukum, pemimpin atau hakim wajib menetapkan masalah hukum itu dengan cara
yang adil. Adil merupakan kebalikan dari kata zalim.*" Adil adalah menempatkan
sesuatu pada tempatnya, sementara zalim adalah menetapkan sesuatu tidak pada
tempatnya.®

Dalam kasus hukum kezaliman yang terjadi di pasar, melonjaknya kasus-
kasus manipulasi harga, monopoli barang yang berakibat kepada tingginya harga
di pasar merupakan kondisi yang harus distabilkan. Pemimpin tentu wajib untuk
masuk dan mengintervensi pasar dengan menetapkan harga barang dengan stabil,
tidak memberatkan pedagang karena harga yang ditetapkan itu rendah, dan bagi
konsumen juga tidak diberatkan dengan harga yang terlalu tinggi.

Fungsi pemerintah sebagaimana pesan QS. Al-Nisa’ [4] ayat 58 terdahulu
adalah sebagai amanah yang wajib ditunaikan pemerintah terhadap rakyatnya dan
menetapkan semua persoalan hukum dengan adil, yaitu adil pada para pedagang

dan adil pula kepada konsumen. Tingginya harga karena tindakan monopoli bagi

*1bid.
®1bid.
% AbT Bakr Al-Qurtubt, Jami” Al-Ahkam..., Jilid 5, him. 611.

8TAli Zawawi dan Saifullah Ma’shum, Penjelasan Alquran tentang Krisis Sosial, Ekonomi
dan Politik, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), him. 65.

38Agus Mustofa, Memilih Pemimpin, (Jakarta: PADMA Press, 2016), him. 224,
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sebagian oknum pedagang tentu menzalimi konsumen. Oleh sebab itu, mengikuti
dan mengamalkan ayat di atas menuntut para pemimpin untuk ikut menetapkan
harga suatu komuditas barang secara stabil dan wajar.

Selain dalil di atas, ayat lainnya yang relevan dengan landasan hukum zas 'ir
ini mengacu kepada QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29:

Wabhai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali pada perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-
Nisa’ [4]: 29).

Ayat ini umum digunakan oleh para ulama sebagai dasar hukum di dalam
segala bentuk muamalah yaitu harus dan wajib dilaksanakan atas dasar suka sama
suka, saling rela, tidak ada unsur keterpaksaan, apalagi menimbulkan kezaliman
di dalamnya. Maksud tijarah (berdagang) ialah membeli si/‘ah (barang dagangan)
dan menjualnya kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.®

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, seorang pedagang mempunyai hak di dalam
memperdagangkan barang dengan keuntungan 100% atau bahkan lebih. Jumlah
keuntungan yang diperoleh pedagang sama sekali cara mencari keuntungan yang
diperkenankan di dalam Islam dan bagian dari kebebasan dalam bermuamalah. la
juga menyinggung, bahwa di dalam Islam, tidak ada dalil yang tegas, baik dalam
Alguran maupun hadis yang membatasi seseorang untuk menerima keuntungan.

Ketentuan QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29 menjadi batu pijak kebebasan pedagang
dalam menetapkan harga sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar. Hanya saja,
ketika kenaikan harga yang terjadi justru tidak wajar, seperti adanya penimbunan

(ihtikar), monopoli, atau kezaliman lainnya, dapat merugikan dan memberatkan

¥yvisuf Al-Qaradawi, Fatawa Al-Mu asirah, (Terj: As’ad Yasin), Jilid 2, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2008), him. 588.

“O1bid., him. 598-599.
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konsumen maka penentuan harga oleh pemerintah wajib dilaksanakan.** Kondisi-
kondisi darurat memungkinkan sesuatu yang sebelumnya dilarang dalam kondisi
normal. Menetapkan harga satu barang dalam kondisi normal dan kenaikan harga
yang alamiah dilarang di dalam Islam, hanya saja kondisi darurat membolehkan
suatu yang sebelumnya dilarang dilakukan. Kondisi-kondisi yang tidak wajar ini
seperti permainan harga dan penimbunan.*?

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa ras '7r terhadap harga
barang di pasar dapat dilakukan sewaktu-waktu terjadi kezaliman, monopoli atau
ihtikar terhadap ketersediaan barang. Perubahan harga di suatu tempat ditentukan
oleh siklus penawaran dan permintaan, atau dalam istilah ekonomi Islam disebut
supply and demond (‘arad wa ralab). Dalam konteks ini, tingkat respons atas
perubahan harga, jika harga bergerak naik, biasanya penawaran akan meningkat.
Sebaliknya, permintaan akan barang dapat menurun secara drastis apabila harga
dinaikkan. Hal tersebut terjadi karena barang-barang seperti itu bukan merupakan
kebutuhan pokok, atau barang yang dimaksud adalah barang yang produksinya
relatif sedikit.** Karena itu, hukum ekonomi Islam menentukan adanya larangan
atas praktik penimbunan (ikzikar) karena dapat berpotensi menimbulkan kenaikan
harga barang yang ditanggung oleh konsumen.**

Keadaan tingkat penawaran dan permintaan pada suatu pasar menunjukkan
titik keseimbangan antara harga dan jumlah komoditas atau jasa yang ditawarkan
(supply and demand).*®> Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi
dan produksi, yaitu apabila permintaan melebihi penawaran akan mengakibatkan

harga naik, demikian pula sebaliknya (supply and demand). Pada kondisi inilah

yasuf Al-Qaradawi, Dawr Al-Qiyam wa Al-Akhlag, (Kairo: Maktabah, 1995), him. 428.

2y{isuf Al-Qaradawi, Al-Halal wa Al-Haram f7 Al-Islam, (Terj: M. Tatam Wijaya) Cet. 1
(Jakarta: Qalam, 2018), him. 382.

43Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramed Pustaka Utama,
2010), him. 97 dan 206.

“41bid., him. 378.
“1bid., him. 444.



26

kondisi harga barang dengan jumlah produksi barang dikatakan wajar. Maknanya
bahwa jika harga naik karena ketersediaan barang relatif sedikit, maka ini masih
dianggap wajar, kecuali jika minimnya ketersediaan barang itu disebabkan karena
tingkah segelintir oknum yang sengaja melakukan monopoli penimbunan barang.
Alasan inilah yang membenarkan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar
(mixing price atau fas ir).

C. Wewenang Tas’ir pada Masa Khulafa’ Al-Rasyidin dan Kekhalifahan

Setelahnya

Masa khulafa’ al-rasyidin merupakan masa kekhalifahan empat sahabat di
saat setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Pada masa Rasulullah SAW masih
hidup, kasus naiknya harga barang tergambar di dalam hadis riwayat Abi Dawud
sebagaimana akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya. Dalam riwayat ini,
intinya menyebutkan bahwa di Kota Madinah terjadi harga melonjak tinggi, para
sahabat kemudian meminta supaya Rasulullah SAW menetapkan harga untuk bisa
menjaga stabilitas harga.“® Inilah kasus yang pertama dialami Rasulullah SAW
dan menjadi pijakan hukum dalam menetapkan legalitas penetapan harga.

Pada masa khulafa’ al-rasyidin, kasus-kasus serupa juga muncul. Namun
begitu, kasus yang dialami tidak selalu berbentuk naiknya harga barang, kasusnya
justru kesengajaan pemerintah menurunkan harga barang. Ini terjadi pada masa
Khalifah ‘Umar bin Khattab, di mana Wali Kota Ubullah menurunkan harga, dan
akhirnya ‘Umar bin Al-Khattab mengirimkan surat kepadanya yang berisi supaya
kondisi harga jangan diintervensi, dan membiarkan supaya harga terbentuk sesuai
dengan mekanisme pasar.*’

Kasus yang dialami di masa Umar sebetulnya berbanding terbalik dengan
kasus yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, yang

46Muh. 1zza, Ekonomi Mikro: Pendekatan Ideologis Islam, (Pekalongan: Nasya Expanding
Management, 2021), him. 256.

4"Miftagurrohman, Regulasi Harga Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi
Syariah, (Surakarta: Oase Group, 2019), him. 7-8.



27

terjadi adalah tingginya harga-harga barang. Keadaan ini menyebabkan kerugian
dan kesulitan bagi para konsumen. Sementara pada masa sahabat, khususnya pada
masa Umar, yang terjadi adalah penetapan harga yang relatif rendah, hal ini tentu
akan merugikan produsen atau pedagang.

Kedua kasus tersebut sebetulnya sama-sama bisa dilihat dari sudut pandang
penetapan harga atau tas '7r. Tas 'tr di sini berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai
harga barang agar tidak terlalu tinggi dan sebaliknya supaya tidak terlalu rendah.
Dua kondisi tersebut menimbulkan kesulitan bagi masing-masing konsumen dan
produsen.”® Pada saat tinggi, yang dirugikan adalah pihak konsumen, dan pada
saat rendah, yang dirugikan adalah pedagang.

Kasus-kasus penetapan harga atau zas 7r juga dapat dilihat pada masa-masa
setelahnya. Pada masa kekhalifahan pasca khulafa’ al-rasyidin, konsep al-tas ir
ini justru mendapat perhatian yang serius, dan menjadi bagian dari produk-produk
hukum yang dikembangkan oleh kalangan ulama zabi in, bahkan menjadi suatu
keputusan pemerintahan. Di Baghdad misalnya, Al-Zainabi (447-543 H) sebagai
Ketua Mahkamah Agung mendapat instruksi Khalifah Abbasiyah Al-Mustarsyid
Billah (w. 529 H) untuk mengkondisikan harga pasar melalui mekanisme zas 'ir.
Kemudian, Khallifah Al-Nashir li Dinillah (w. 622 H) juga menginstruksikan ke
Hakim Muhammad bin Yahya untuk melegalkan al-zas 7r yang kemudian diikuti
oleh hakim-hakim bawahannya di Baghdad.®

Di Andalusia (Spanyol), tugas-tugas penetapan harga dan mengawasi pasar
menjadi kewenangan khusus wilayah hisbah.>® Dengan begitu, pada masa setelah
Rasulullah SAW wafat, kasus-kasus penetapan harga sudah terjadi baik dialami
oleh sahabat, juga pada masa setelahnya. Bahkan, produk-produk hukum tentang

tas r muncul relatif lebih kompleks pada masa tabiin.

“Muhammad Umer Chapra, Masa Depan llmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, (Terj:
Ikhwan Abidin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), him. 138.

“SMiftaqurrohman, Regulasi Harga..., him. 8.
Olhid.
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D. Pendapat Ulama tentang Tas’ir
Persoalan fluktuasi harga, baik trend naik maupun turun merupakan alami
dan sifatnya sunnatullah dalam perekonomian sesuai hukum penawaran (supply)
dan permintaan (demand). Syariat membolehkan hal itu selama norma dan nilai-
nilai moral tidak dilanggar dan tidak ada indikasi kuat ada rekayasa harga baik
oleh pihak produsen, distributor maupun konsumen. Di dalam hal adanya praktik
tidak terpuji dalam pricing policy, Islam mengajarkan konsep intervensi otoritas
resmi dan memberikan kewenangan price control (sas 7r) pada pemerintah untuk
melakukan kebijakan pengendalian harga dan pematokan harga (price fixing atau
tas’ir jabari).>
Konteks munculnya konsep fas 'zr jabari ini selalu diarahkan kepada adanya
aktivitas muamalah yang tidak sehat di lapangan. Meskipun begitu, para ulama di
dalam beberapa kesempatan masih ditemukan perbedaan pendapat menyangkut
kedudukan hukumnya. Untuk itu, di bawah ini disajikan pendapat membolehkan
tas tr jabari dan yang tidak membolehkannya.
1. Pendapat yang Membolehkan Tas 'ir
Para ulama yang membolehkan zas 7 ini di antaranya ialah di kalangan
Hanafiyah dan Malikiyah. Keduanya mengakui adanya wewenang pemerintah
menetapkan harga komuditas suatu barang. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki,
membolehkan penetapan harga untuk barang-barang di pasar. Ini dilakukan
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan menciptakan keadilan.
Bila pemilik barang dagangan mematok harga yang tinggi, maka dalam kondisi
seperti ini, pemerintah dan stafnya berhak (memiliki wewenang) menentukan
harga dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.>> Dasar hukum adanya

kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga (zas ‘i) menurut pandangan

51Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan
Syariah, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2019), him. 379.

%2lka Yunia F, dan A. Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Magashid al-
Syari’ah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 202.
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ini mengacu kepada dasar hukum yang sudah diuraikan sebelumnya, yaitu di
dalam QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29 dan ayat 58. Adapun alasan logisnya mengacu
kepada kemaslahatan atau mashlahah.
2. Pendapat yang Melarang Tas 'ir

Dalam fikih muamalah, hukum asal menentukan harga ialah terletak bagi
para pelaku pasar itu sendiri, yaitu para pedagang, dan juga pemerintah tidak
memiliki wewenang dalam intervensi harga pasar. Imam Syafi’1 berpendapat,
penetapan harga atau intervensi pasar yang dilakukan pemerintah kepada para
pelaku usaha atau pedagang adalah haram dan dilarang secara mutlak, baik ada
anggapan adanya maslahat atau tidak. Demikian juga pendapat Imam Ahmad
bahwa pemerintah tidak berhak menetapkan harga barang di pasar, masyarakat
yang mempunyai kebebasan untuk memperjualbelikan harta menurut yang
mereka tetapkan.>®

Dalilnya juga merujuk kepada ketentuan QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29 seperti
sudah dikutip sebelumnya. Menurut kelompok ini, QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29
tegas menyebutkan lafaz tijarah (perniagaan) dilaksanakan dengan dasar suka
sama suka. Menurut Al-Qurtubi, lafaz ‘an taradin dimuat pada ayat tersebut
bermakna ‘an rida, maknanya saling meridai.>* Menurut Ibn Kasir makna ‘an
taradin yaitu “saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah
hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda”.
Dalil tersebut dijadikan hujjah Imam Syafi’1, bahwa dalam jual beli tidak sah
kecuali dengan gabul (sikap menerima), sebab sighat gabul sebagai petunjuk
nyata adanya sikap suka sama suka (saling ridha).*

Para fugaha berbeda dalam memahami segi praktis sikap ridha tersebut.

Sebagian ulama, memahami makna ridha termasuk akad jual beli secara serta

3]ka Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip..., him. 201.
>4 Abt Bakr Al-Qurtubt, Jami’ Al-Ahkam..., Jilid 4, him. 252.

S5Abdurrahman bin Ishag, Tafsir Ibn Kasir, (Terj: Abdul Ghoffar E.M), Jilid 2, (Bogor:
Pustaka Imam Syafi’i, 2004), him. 281.
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merta tanpa ada khiyar dan tanpa ada ijab kabul sebagaimana terjadi dalam
praktik jual beli dewasa ini, atau disebut juga dengan jual beli najizan ataupun
mu atat. Pendapat ini dipegang oleh Aba Hanifah dan Malik. Sebagian lainnya
memahami ridha haruslah ada khiyar (hak pilih) di dalamnya serta adanya ijab
kabul. Pendapat ini dipegang oleh Syiraih, 1bn Sirin, dan Al-Sya’bi. QS. Al-
Nisa’ [4] ayat 29 sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan oleh ulama
mengenai larangan intervensi harga satu barang.

Alasannya ialah bahwa dalam ayat tersebut ada larangan memakan harta
orang lain tampa unsur kerelaannya. Di dalam konteks ras '7r, pemerintah yang
menentukan batasan harga secara tidak langsung memaksa pemilik barang
untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya sehingga hal tersebut
dibolehkan.®® Hal ini juga dilarang dalam riwayat hadis yang menyebutkan
bahwa tidak ada kehalalan harta seorang muslim kecuali atas kerelaan hatinya:

oy e g0 Jo &1 Jol 66 o \»\Jduw&;wujjs EEu
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Dari Abu Hurrah al-Ragasyi dari pamannya dia berkata. Aku memegang
tali kekang unta Rasulullah SAW pada pertengahan hari Tasyrik (yaitu
tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas Dzulhijjah), aku mendesak
orang-orang dari beliau, beliau bertanya: Wahai manusia, tahukah kalian
di bulan apa kalian sekarang, di hari dan negeri mana kalian sekarang?
Para sahabat menjawab. Di hari haram, bulan haram dan negeri haram,
beliau bersabda: Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah
haram atas kalian, sebagaimana sucinya hari, bulan dan negeri kalian ini
sampai datangnya hari kalian bertemu Allah. Beliau melanjutkan:

6Abd Al-Sam1” Ahmad Imam, Minhdj..., him. 369.

57 Abi ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998),
him. 1815.
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Dengarkanlah aku, hidup lah kalian dan jangan berbuat kezhaliman,
ingatlah jangan berbuat dzalim, Sungguh tidak halal harta seseorang
kecuali dengan kerelaan hati darinya. (HR. Ahmad).

Hadis di atas juga bersesuaian dengan penjelasan ayat sebelumnya,
bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga, karena penetapan harga
tersebut sama dengan menzalimi pemilik barang atas dasar tidak diridhainya.>®
Landasan hukum larangan penetapan harga juga ditemukan dalam riwayat Abi

Dawud berikut ini:
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Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah
menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami
Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari
Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang
berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjang, maka tetapkanlah
harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang
menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan
Pemberi rizgi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah

sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena
suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta. (HR. Abi Dawud).

Dalam redaksi yang lain disebutkan:®

B0 Lo 221 xe ) 5h @0 56 1yaed ¥
Janganlah kalian menentukan harga, karena sesunggungnya Allah yang
membatasi, yang mencabut, dan yang memberi rezeki.
Berdasarkan beberapa riwayat di atas, dapat diketahui bahwa hadis-hadis

sebelumnya secara tekstual jelas melarang tas’ir (penetapan harga) melalui

%8Ibid, him. 369.

%9Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’a$ al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, (Riyadh: Bait al-
Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), him. 570.

%0 bid.
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intervensi pasar. Adapun dasar logis para ulama yang melarang intervensi
pasar mengacu kepada beberapa poin argumentasi berikut:5:

a. Manusia bebas dalam menentukan harta mereka, tidak dibolehkan pada
sebagian orang mencekal orang untuk menggunakan harta miliknya
secara sendiri dan sah. Begitu pula tidak boleh memaksa seorang untuk
menjual barang dengan harga yang diridhainya tanpa ada pencekalan
dalam praktik penggunaan harta mereka, sehingga saling bertentangan
dengan di bolehkannya menggunakan harta.

b. Seorang hakim diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan bersama, dan
sehingga wajib baginya untuk menjaga kemaslahatan setiap orang atas
apa yang ada dalam kekuasaannya. Penjagaannya kepada pihak pembeli
untuk mendapatkan kemaslahatan jangan sampai melebihi penjagaannya
terhadap pihak penjual untuk mendapatkan kemaslahatan, yaitu memberi
kebebasan menjual harta sesuai dengan kerelaannya. Saat kemaslahatan
penjual dan pembeli saling bertentangan maka wajib dibiarkan supaya
keduanya berijtihad sendiri sehingga mereka rela untuk memproses dan
merealisasikan kemaslahatan mereka berdua.

c. Terkadang di dalam pembatasan harga akan menimbulkan kemudharatan
bagi penjual dan pembeli. Bagi pihak si penjual, pembatasan harga akan
menjadikannya menyembunyikan barang dagangannya sehingga barang
dagangan menjadi langka dan sulit dicari pada pasaran.

Mengacu kepada keterangan di atas, dapat diketahui bahwa ulama
Mazhab Syafi’i dan Hanbali melarang adanya intervensi pasar dalam konteks
mu’amalah Islam karena tidak sejalan dengan dalil-dalil Alquran dan juga
beberapa riwayat hadis sebelumnya. Di samping itu, intervensi pasar justru
dapat menghilangkan nilai-nilai saling ridha antara para pedagang dengan

konsumen. Prinisip-prinsip dalam muamalah Islam, salah satunya ialah saling

81Ab1 Dawud Sulaiman bin al-Asy’a$ al-Sajastani, Sunan Abi,... him. 372,
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ridha atas harga yang sudah ditentukan pedagang. Sementara itu, intervensi
pasar justru akan merugikan para pedagang dan membatasi asas kebebasan

dalam menentukan harga itu sendiri.

E. Kewenangan Pemerintah dalam Penetapan Harga
Teori kewenangan pemerintah tidak dapat terlepas dari tanggung jawab
yang dibebankan kepada pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan maslahat
bagi masyarakat. Istilah kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan atau authority,
yaitu kekuasaan formal, diberikan undang-undang, atau disebut juga kekuasaan
dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan atau
urusan pemerintahan tertentu yang bulat.%> Wewenang atau otoritas ialah suatu
legitimasi hak atas kepercayaan untuk mempengaruhi orang melakukan sesuatu.
Kewenangan adalah suatu bentuk kekuasaan yang sah memiliki legitimasi.®® Jadi,
wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan yang sah dan sesuai hukum
di dalam bertindak terhadap suatu persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk
dalam konteks kewenangan menetapkan harga barang yang disebut zas 'ir.
Kajian hukum kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga berawal
dari kajian sejarah di mana di masa Rasulullah SAW, keadaan pasar dan dagang
sangat pesat. Pada masa itu, Rasulullah SAW menolak permintaan para sahabat
dalam membatasi harga barang yang mahal pada waktu itu, karena dorongan dari
permintaan dan penawaran yang alami.®* Penolakan Rasulullah SAW dalam hal
ini dapat dipahami dari keterangan riwayat hadis sebelumnya, meskipun ada dasar
larangan menetapkan harga, namun muncul kasus-kasus baru di mana para pelaku
pasar justru melakukan praktik monopoli, kezaliman terhadap harga komuditas

barang tertentu yang justru sangat dibutuhkan. Atas dasar itu, maka muncul pula

2Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), him. 210.

®3Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2015), him. 66.

®4lka Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif
Maqashid al-Syari’ah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 201.
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gagasan dan pendapat ulama membolehkan pemerintah untuk mengintervensi
pasar, tujuannya adalah kemaslahatan.®®

Dalam konteks wewenang yang dimiliki pemerintah maka boleh hukumnya
pemerintah menetapkan harga barang dalam kondisi yang tidak normal. Misalnya
ditemukan praktik penimbunan barang atau monopoli (ihtikar), sengaja membuat
harga tinggi sehingga ada unsur zalim (zulm). Karena itu dibolehkan menetapkan
harga barang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dasar hukum
adanya kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga menurut pandangan ini
mengacu kepada kemaslahatan atau mashlahah.

Praktik penimbunan, permainan harga, dan praktik lainnya dapat menzalimi
konsumen. Atas pertimbangan dan alasan kemaslahatan, maka pemerintah boleh
menggunakan kewenangannya untuk mengatur stabilitas pasar menjadi baik. Di
dalam salah satu kaidah yang relatif populer, dikemukakan bahwa pemerintah
dalam mengatur masyarakat harus berdasar kepada kemaslahatan.

Vasladl b aet sy G

Ketetapan (kebijakan) pemerintah terhadap rakyat adalah dibangun dengan

pertimbangan kemaslahatan.

Kaidah lain yang selaras dengan kaidah di atas merujuk kepada kaidah fikih:

I 1555 Jled s

Menarik kemashlahatan ataupun kemanfaatan dan menolak kerusakan atau

kemudharatan.®®

Kaidah fikih di atas sering dipakai sebagai legalitas bagi para pemerintah,

hakim serta pejabat dalam membuat satu kebijakan hukum dengan pertimbangan

85Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar..., him. 372.

®6Jalaluddin Al-Suyiti, Asybah wa Al-Nazair, Juz’ 1, (Riyadh: Mamlakah Al-‘Arabiyah
Al-Su’tdiyyah, 1997), him. 202.

”Abd Al-Karim Zaidan, Al-Madkhal li Dirdasah Al-Syari’ah Al-Islamiyyah, (Kairo: Dar
Umar bin Al-Khattab, 2001), him. 46.

88A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam di dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang Praktisi, Cet. 8, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2019), him. 27.
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kemashlahatan. Pola penggalian hukum melalui kemaslahatan (maslakah) inilah
agaknya yang menjadi dasar penetapan legalitas zas '7r. Tas ir Sebagai suatu upaya
memenuhi kebutuhan (kajar) berupa mengangkat kerusakan pada masyarakat.®®
Salah satu kaidah fikih di atas, juga kaidah fikih lainnya yang berbunyi:

e 2

Kemudaratan itu sedapat mungkin harus dihilangkan.

Imam Al-Kasanit (ulama kalangan Hanafiyah), pada saat menjelaskan relasi
antara tas 'ir dengan iatikar (penimbunan), menjelaskan bahwa ketika pemerintah
yang khawatir terjadinya kesulitan di tengah-tengah masyarakat sebab ditemukan
praktik monopoli, pemerintah bisa memaksakan oknum penimbun (pemonopoli)
serta mengambil barang tersebut untuk kemudian dipisahkan dari oknum itu.” Ini

dilakukan untuk tujuan menjaga dan menormalkan stabilitas perekonomian pada

masyarakat, tepatnya dalam masalah harga barang.

Tbn ‘Abd Al-Barr, Al-Istizkar, Juz 20, (Kairo: Dar Wa’1, 1993), him. 77.

Ala’uddin Abi Bakr bin Mas’iid Al-Kasani Al-Hanafi, Bada’i Al-Sand’i fi Tartib Al-
Syara’i, Juz 6, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2010), hlm. 517-518.



BAB TIGA
ANALISIS KONSEP PENETAPAN HARGA
OLEH PEMERINTAH MENURUT
IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH

A. Biografi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah merupakan salah satu ulama yang populer dalam
kajian ilmu hukum Islam. Pendapat-pendapat beliau sering dijadikan sebagai satu
referensi dan rujukan di dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Ibn Qayyim
Al-Jauziyyah diakui sebagai ulama terkemuka yang berafiliasi ke dalam mazhab
Hanbali, yang penyebarannya relatif pesat di dunia Islam, salah satunya adalah di
Arab Saudi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan beberapa poin penting, di
antaranya nasab, keilmuan, dan karya-karya besar beliau.

1. Sekilas tentang Nasab dan Kelahirannya.

Nama lengkap Ibn Qayyim al-Jauziyah ialah Abi Abdillah Syamsuddin,
Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa’d bin Huraiz bin Makki Zainuddin
Al-Zar’1 Al-Dimasyqi Al-Hambali. Adapun sebutan populer beliau ialah 1bn
Qayyim Al-Jauziyyah. la lahir tepat pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H, atau
pada tanggal 4 Februari 1291 M yaitu di Damaskus, Suriah.”* Beliau wafat di
malam Kamis, 13 Rajab ketika azan Isya di tahun 751 H. Dengan demikian,
usianya genap 60 tahun. Ia dishalatkan di Masjid Jami’ Umawi, selepas shalat
Zuhur, kemudian pada Masjid Jami’ Jarah. lbnu Kasir berkata, “Penguburan
jenazahnya sangat ramai, disaksikan oleh para gadr, tokoh dan orang-orang
shalih baik dari kalangan elit maupun awwam. Orang-orang berdesakan untuk
memikul kerandanya”. Ia dimakamkan di Damaskus dalam Pemakaman Bab

Shagir, berdampingan dengan ibunya.

"IAda juga yang menyebutkan kelahiran Ibn Qayyim di tanggal 6 Safar 691 H, atau pada
tanggal 29 Januari 1292 M. Dimuat di dalam buku M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Cet. 4,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), him. 291.
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Beliau merupakan anak dari Abi Bakr bin Ayytib bin Sa’ad. Buku-buku
biografi sepakat bahwa ia lahir 691 H. Shafadi, muridnya menyebutkan secara
rinci tentang hari dan bulan kelahirannya. la lahir pada 7 Shafar tahun 691 H.
Keterangan yang sama disampaikan pula oleh Ibnu Taghri Bardi, Dawtidi dan
Suyuti. Di kalangan para ulama dahulu maupun kontemporer, Imam besar ini
populer dengan sebutan lbnu Qayyim Al-Jauziyah.”

Sebagian ulama menyingkatnya dengan hanya menyebut Ibnu Qayyim.
Sebutan terakhir lebih populer di ranah kalangan ulama kontemporer. Sebab
populernya nama ini adalah karena ayahanda beliau, Imam Syaikh Abt Bakr
bin Ayyub Al-Zar’1, beberapa lama menjabat sebagai Qayyim atau “Kepala”
Madrasah Jauziyyah di Damaskus. Ayahnya dikenal dengan sebutan Qayyim
Al-Jauziyyah (Kepala Madrasah Al-Jauziyyah). Anak-anak dan keturunannya
dikenal dengan sebutan tersebut. Salah seorang dari mereka dipanggil dengan
sebutan “Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”. Maka dari itu, ia bukan Satu-satunya
yang mendapat sebutan ini. Hanya saja, ketika sebutan ini disampaikan secara
mutlak, maka beliaulah rahimahullah yang dimaksud, karena sebutan ini nyaris
telah menyatu dengan namanya.”®

la tumbuh di sebuah keluarga yang kental dengan keilmuan, keagamaan,
wara’, keshalihan. Ayahnya Abu Bakr bin Ayyab Al-Zar’1 adalah Qayyim
(kepala) Madrasah Al-Jauziyyah. Beliau seorang syaikh terpandang, wara’,
dan ahli ibadah. Seorang yang ahli di bidang ilmu faraid, dari beliau sang putra,
Syamsuddin Ibnu Qayyim rahimahullah menimba ilmu faraid ini. Adiknya,
Zainudin Abu Faraj Abdurrahman bin Abi Bakar, berusia dua tahun lebih

muda. Kebanyakan guru adiknya sama dengan gurunya, adiknya ini seorang

21bn Qayyim Al-Jauziyyah, Ighasah Lahfan min Masaid Syaitan, (Terj: Hawin Murtadho
& Salafuddin Abu Sayyid), (Surakarta: al-Qowam, 2012), him. viii; M. Ali Hasan menyebutkan
wafat Ibnu Qayyim pada tanggal 23 Rajab 751 H atau pada tanggal 26 September 1350 M, dimuat
dalam M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab..., him. 291.

SAbdillah F. Hasan, Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam (Surabaya: Jawara, 2004), him.
290.
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imam yang diikuti. Kepadanya Ibnu Rajab dan beberapa ulama lain berguru,
ia wafat pada tahun 769 H. Keponakannya Imaduddin Abul Fida™ Isma’il bin
Zainuddin Abdurrahman, salah seorang ulama yang terpandang, ia memiliki
sebagian besar literatur pamannya, yaitu Syamsuddin lbnu Qayyim,wafat
tahun 799 H.™
2. Perjalanan Keilmuan Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim menuntut ilmu kepada Abul Abbas Ahmad Abdurrahman
Al-Magqdisi sejak usia dini. Ibnu Qayyim telah meriwayatkan dari gurunya
tersebut beberapa kisah tafsir mimpi dalam Zadul Ma'ad.” Kemudian ia
berkata; “Beginilah keadaan guru kami dan keahlian beliau dalam ilmu tafsir
mimpi. Saya pernah mendengar beberapa bagian tentang tafsir mimpi darinya,
akan tetapi saya belum berkesempatan membaca di hadapan beliau tentang
ilmu ini, dikarenakan ketika itu saya masih kanak-kanak dan beliau wafat,
semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau”.”

Terkait dengan perjalanan bnu Qayyim dalam menuntut ilmu, Bakar
Abu Zaid mengatakan: “Bagaimanapun, jika perjalanan menuntut [lmu Ibnu
Qayyim tidak dikenal luas, maka ia memiliki alasannya,lbnu Qayyim hidup di
suatu masa di mana ilmu-ilmu keislaman telah disusun dan disebarluaskan di
berbagai penjuru dunia. Damaskus pada masa itu termasuk salah satu kawasan
yang dikenal kaya dengan ilmu pengetahuan. Damaskus merupakan kiblat dan
persinggahan perjalanan para ulama. la menjadi impian semua penuntut ilmu
dan orang-orang yang ingin memuaskan dahaga ilmu. Maka tidak
mengherankan jika perjalanan menuntut ilmu Ibnu Qayyim tidak populer.
Bagaimana mungkin ia pergi menuntut ilmu sedangkan kondisi Damaskus di

bidang ilmu pengetahuan seperti itu. Terlebih, Syaikhul Islam, yaitu Syaikh

"41bnu Qayyim al-Jauziyyah, Ighasatul Lahfan..., him. Viii.
>Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992 ), him. 199.

Slbnu Qayyim al-Jauziyyah, Ighasatul Lahfan..., him. Viii.
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Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah rahimahullah justru datang ke kota tersebut.
Manusia yang paling beruntung adalah yang didatangi rezekinya depan pintu
rumahnya.

3. Madzhab Ibnu Qayyim.

Ibnu Qayyim dalam berbagai biografi mengenainya, disebutkan bahwa
ia bermazhab Hanbali, sebagaimana para guru dan muridnya. Namun yang ia
lakukan adalah mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil dan membuang
fanatisme mazhab yang tercela. Bagaimana mungkin ia fanatik kepada suatu
mazhab sedangkan ia membenci taqlid dan selalu mengingatkan dan
menghimbau orang-orang yang bertaglid untuk mempelajari ilmu. la berbicara
panjang lebar tentang hukum ijtihad dan taglid di dalam bukunya I'lamul
Muwagqgqi’in lebih dari seratus halaman.

Sikap Ibnu Qayyim rahimahullah dalam persoalan ini tidak seperti
orang-orang yang berlebihan sehingga merendahkan kedudukan para ulama
empat madzhab, seperti para penganut Madzhab Zhahiri ekstrim dan orang-
orang yang satu pandangan dengan mereka, di mana mereka menyikapi bid’ah
taqlid dan bid’ah merendahkan ulama salaf. Ringkasnya, manhaj Ibnu Qayyim
adalah mencari dalil dengan tetap menghormati para imam madzhab. Beliau
berkata dalam 7’lamul Muwaqqi’in dalam pembahasan Hiyal, “Yang kedua;
Mengenali keutamaan, kedudukan, dan hak para ulama. Keutamaan ilmu dan
nasihat mereka karena Allah dan Rasul-Nya tidaklah mengharuskan menerima
apapun yang mereka katakan. Kesalahan fatwa mereka dalam persoalan yang
mereka tidak tahu bagaimana sabda Rasul mengenainya, sehingga berpendapat
sebatas ilmu mereka sedangkan pendapat yang benar bertentangan dengannya,
maka hal ini tidak mengharuskan kita mencampakkan ucapan mereka begitu
saja secara keseluruhan, terlebih lagi merendahkan dan mencela mereka.
Kedua sikap ini berlebihan, menyimpang dari jalan yang lurus. Jalan yang
lurus adalah kita tidak mengatakan mereka berdosa, tapi juga tidak mengatakan

mereka ma’shum”.
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Sejauh ini, penulis tidak menemukan kedudukan Ibnu Qayyim dalam
dalm tingkatan para mujtahid, apakah ia masuk dalam tingkatan mujtahid atau
tidak. Wahbah Zuhaili menyebutkan ada enam tingkatan mujtahid, yaitu
mujtahid mutlak mustaqil, mujtahid mutlak ghairu mustaqil, mujatahid
mugayyad, mujtahid takhrij, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa.”” Dalam enam
tingkatan tersebut, tidak disebutkan posisi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
Namun, di sini Ibnu Qayyim adalah tokoh yang membela dan mengembangkan
mazhab Hambali. Meskipun Ibnu Qayyim adalah tokoh dalam mazhab
Hanbali, penulis tidak menemukan referensi yang menjelaskan Ibnu Qayyiim
masuk dalam salah satu tingkatan mujtahid tersebut.

Corak pemikiran Ibnu Qayyim lebih cenderung ahlul hadis. Karena,
dalam menetapkan hukum beliau lebih melihat dan merujuk kepada dalil nagli.
Berbeda dengan ulama yang bercorak ailul ra’yi, yang lebih mementingkan
rasio. Ibnu Qayyim bukanlah seorang ulama yang berfikiran ekstrim dalam
menerima atau menolak pendapat maupun mazhab, beliau adalah pemikir
moderat yang mengakui kebesaran imam-imam mazhab, namun selalu
berusaha mencari kebenaran dari dalil-dalil yang mereka pakai.”

Ibnu Qayyim membedakan tentang pengetahuan disiplin suatu mazhab
dengan taglid. Beliau menghidupkan kembali al-sunah yang mulai
ditinggalkan. Secara umum, antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan gurunya Ibnu
Taimiyah tidak terdapat perbedaan dalam kerangka berpikirnya, vyaitu
kerangka berfikir dalam Mazhab Hanbali yang ahlul hadis. Ibnu Qayyim lebih

cenderung kepada performa yang moderat dalam pemikirannya.

"Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, ed. In, Figih Islam; Pengantar limu
Figih, Tokoh-Tokoh Mazhab Figih, Niat, Thaharah, Shalat, (terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk),
jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), him. 44-46.

8lbnu Qayyim al-Jauziyyah, Ighasatul Lahfan..., him. viii.
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4. Guru-Guru Ibnu Qayyim.

Ibnu Qayyim memiliki banyak guru. Hal itu karena semangatnya yang
tinggi dalam menuntut ilmu. Di antara guru-gurunya adalah Ayahnya, Abu
Bakar bin Ayyub Az-Zar'i, Abu Bakar Ahmad bin Abdudaim Al-Maqdisi,
wafat pada tahun 718 H, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam, Syaikhul
Islam Ibnu Taimiyah, wafat tahun 728 H, Abul Abbas Ahmad bin
Abdurrahman Asy-Syihab Al-"Abir, wafat tahun 697 H, Ismail bin
Muhammad Al-Fara™ Al-Harrani, Syaikhul Hanabilah, wafat tahun 729 H,
Ismail Yusuf bin Maktum Al-Qaisi Asy-Syafii, wafat tahun 716 H, Ayub bin
Ni mah Al-Kahal An-Nablusi Ad-Dimasyqi, wafat tahun 730 H, Sulaiman bin
Hamzah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali, Ahli Hadits dan
Qadhi besar Syam, wafat tahun 715 H, Syarafuddin Abdullah bin Abdul Halim
bin Taimiyah An-Numairi, saudara Syaikhul Islam, wafat tahun 727 H, Isa bin
Abdurrahman Al-Mutha'im, Ahli Hadits di zamannya, wafat tahun 709 H,
Fatimah binti Syaikh Ibrahim bin Mahmud Al-Bathaihi Al-Ba’li, seorang
wanita ahli hadits, wafat tahun 711 H, Badr Ibnu Jama’ah: Muhammad bin
Ibrahim bin Jama’ah Al-Kanani Asy-Syafi’i, seorang Imam yang termasyhur
dan memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 733 H, dan masih banyak lagi
yang lainnya.”

5. Murid-Muridnya

Banyak orang yang berguru kepadanya karena keimanan, keutamaan
serta keilmuannya yang kemudian menjadi ulama muktabar, di antaranya yaitu
putranya Ibrahim, Burhanuddin bin Muhammad bin Abu Bakar Az-Zar'i, ia
seorang yang sangat cerdas luar biasa, wafat tahun 756 H, Ibnu Katsir atau
Ismail Imaduddin Abul Fida’ bin Umar bin Katsir al-Quraisyi Asy-Syafi’i,
seorang imam dan hafizh yang termasyhur, wafat tahun 774 H. Ibnu Rajab atau
Abdurrahman bin Ahmad Al-Hanbali, penulis banyak buku yang bermanfaat,

lbnu Qayyim al-Jauziyyah, Ighasatul Lahfan..., him. viii.
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wafat tahun 795 H, As-Subki, adz-Dzahabi, Ibnu Abdil Hadi, An-Nablusi, Al-
Fairuz Abadi, Muhammad bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Quraisyi Al-
Mugari At-Tilmisani, wafat tahun 759 H, dan masih banyak lainnya.®
M. Ali Hasan menyebutkan murid-muridnya yang paling terkenal ada
enam orang, yaitu:
a. Ibnu Rajab (tokoh fikih dari mazhab Hanbali)
b. Ibnu Katsir (Mufassir dan Muhaddis)
c. Burhan bin Qayyiim dan Syarifuddin bin Qayyim (putra Ibnu Qayyim
al-Jauziyah yang ahli dalam bidang fikih)
d. Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaimaz az-Zahabi at-Turkmani
asy-Syafi’i (muhaddis)
e. Ibnu Abd. Hadi bin Qudamah al-Maqdisi as-Salihi al-Hanbali (tokoh
Fikih Hanbali)
f. Abu Thahir Muhammad bin Ya’qub al-Fairuzzabadi (tokoh fikih).8!
6. Karya Tulisnya
Terdapat banyak karya tulis yang dibuat oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Paling tidak, dalam tulisan ini akan dijelaskan beberapa karyanya, yaitu kitab
ljtima’ al-Juyisy al-Islamiyah, 1’lam al-Muwagqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin,
Ighasah al-Lahfan min Masyayidi asy-Syaitan, Amsal al-Qur’an, At-Tibyan fi
Agsam al-Qur’an, Tuhfah al-Maudiid fi Ahkam al-Maulid, At-Tafsir al-
Qayyim, Tahdzib Mukhtasar Sunan Abi Daud, Jala u al-Afham fi as-Salat wa
as-Salam ‘ala Khair al-Anam, Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah, Ad-Da’ wa
ad-Dawa’, Raudah al-Muhibbin wa Nazah al-Musytaqin, Zad al-Ma’ad fi
Hadyi Khair al-’Ibad, dan kitab Nikahul Muhrim 82
Mengacu kepada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibn Qayyim Al-

Jauziyyah adalah salah seorang ulama terkemuka dan berpengaruh, bahkan tidak

®1bnu Qayyim al-Jauziyyah, Ighasatul Lahfan..., him. viii.
8IM. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab..., him. 293.
8M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab..., him. 293.
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sedikit ulama semasa dan setelahnya mengakui kapasitas keilmuan beliau. Dalam
aspek keilmuan, Ibn Qayyim tampak menguasai beragam bidang ilmu, termasuk
kedalaman ilmu hukum Islam, ini terbukti dari kitab-kitab yang ia tulis. Terkait
dengan manhaj fikih, Ibn Qayyim lebih cenderung mengikuti aliran dan mazhab
Hanbali, meskipun dalam beberapa persoalan hukum, beliau memilih pendapat

yang lebih kuat dari pendapat yang berkembang di antara mazhab-mazhab fikih.

B. Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang Prosedur Penetapan Harga
oleh Pemerintah

Penetapan harga bukan hanya dibicarakan dalam konteks hukum klasik, di
mana para ulama sebagai basis produksi hukumnya, tetapi juga menjadi masalah
ekonomi muamalah yang hingga saat ini masih tetap relevan dibicarakan. Hanya
saja, jika khusus membahas pandangan pendapat ulama, maka ditemukan bahwa
ulama-ulama klasik cenderung belum padu dalam menetapkan hukum penetapan
harga suatu komuditas barang (zas 7 jabari), sebagaimana dapat dirujuk kembali
dalam pembahasan bab-bab terdahulu. Di kesempatan ini, penulis secara khusus
menganalisis pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, merupakan ulama yang relatif
cukup concern dalam penemuan hukum tas 'zr.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah memandang bahwa hukum zas 7r ini bergantung
pada efek dan dampak yang diterima oleh pedagang, dan kesesuaiannya terhadap
pencapaian rasa keadilan. Untuk itu, Ibn Qayyim membagi hukum zas zr ini pada
dua kategori, yaitu tas i yang halal dan zas 7r yang haram. Hal ini bisa dipahami

dari keterangannya berikut ini:
JLJ\V,&M\JUJJBJ.&}ALoch vﬁo}xabij\b\j
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81bn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-7urq Al-Hukmiyyah wa Siyasah Al-Syariyyah, (Mekkah:
Dar ‘Alim Al-Fawa’id, 1428), him. 638.
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Dan adapun mengenai penetapan harga: maka ada yang diharamkan apabila
ada unsur kezaliman, dan ada yang dibolehkan jika mendatangkan keadilan.
Jika (penetapan harga) tersebut termasuk menindas orang, memaksa mereka
secara tidak adil untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setujui,
atau mencegah mereka dari apa yang Allah izinkan bagi mereka, maka itu
haram. Dan jika (penetapan harga) itu termasuk keadilan di antara orang-
orang, seperti memaksa masyarakat melakukan akad tukar menukar dengan
harga yang normal dan melarang mereka mengambil tambahan dari harga
normal, maka itu dibolehkan, dan bahkan wajib dilakukan.

Kutipan di atas menunjukkan posisi hukum yang dipilih oleh Ibn Qayyim.
la mengakui adanya kondisi yang diharamkan melakukan zas ’7r, ada juga kondisi
yang justru dibolehkan, bahkan ia memang wajib dilakukan untuk memenubhi sisi
nilai keadilan.

Terkait dengan prosedur zas zr, Ibn Qayyim cukup tegas menyatakan bahwa
pemerintah dapat melakukan pengecekan langsung, atau semacam inspeksi secara
langsung ke pasar-pasar yang diduga muncul praktik penimbunan barang. Proses
mekanisme atau prosedur tas 7z menurut 1bn Qayyim dilakukan dengan langkah-
langkah tertentu. Paling kurang, ada minimal empat langkah terkait prosedur dan
tata cara dalam melakukan intervensi pasar dan menetapkan harga komoditas satu
barang oleh pemerintah (zas 7r jabari). Keempat langkah yang dimaksud dapat
dipahami dari keterangan 1bn Qayyim Al-Jauziyyah dalam keterangannya berikut

ini:8

Hendaknya seorang pemimpin mengamati hal ihwal pelaku pasar, serta
mendatangkan pihak lain untuk dapat mengungkap kebenaran yang ada
pada pihak mereka. Lalu sang imam menanyakan kepada mereka terkait
bagaimana mereka menjual serta membeli. Kemudian dia menempatkan
mereka beserta masyarakat yang lain pada kedudukan saling memberi
keuntungan, sehingga mereka merasa rela dan juga tidak dipaksa dengan
ketentuan harga yang diberlakukan.®

Melalui kutipan di atas dan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa Ibn Qayyim mengajukan beberapa tindakan dalam prosedur

81bn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Firasah, (Tahqiq: Salah Ahmad Al-Samara’1), (Mesir: Dar
Al-Zaman, 1986), him. 297.
hid.
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yang menjadi opsi pemerintah melakukan zas ir. Terdapat empat langkah yang ia
kemukakan dan harus dilakukan secara bertahap. Pada prosesnya, pemimpin bisa
secara langsung terjun melaksukan pengecekan, atau dapat didelegasikan kepada
pembantunya yang khusus untuk menginspeksi pasar, selanjutnya menanyakan
kepada pedagang, diikuti tindakan mengkonfirmasi ke kunsumen, serta membuat
pertemuan untuk memusyawarahkan harga yang mereka sepakati bersama. Empat
langkah tersebut dapat dikemukakan kembali dalam poin-poin berikut:

1. Pemerintah atau instansi terkait wajib melakukan pengecekan langsung ke

pasar di mana terjadi praktik-praktik menyimpang.

Pemerintah atau jajarannya yang mengemban tugas di bidang pasar bisa
melakukan mengecek kondisi pasar. Tugas tersebut biasanya diperankan oleh
wilayah hisbah, yaitu semacam lembaga yang secara khusus mengawasi pasar
dari kecurangan. Keberadaan wilayah hisbah ini dari awal memang meninjau
keadaan pasar dari tindakan zalim, penipuan, dan perbuatan zalim lainnya. Di
dalam banyak literatur, misalnya Al-Mawardi dalam kitab Ahkam Sultaniyah
menyebutkan peran muhtasib dalam mengawasi pasar. Begitu juga pandangan
Ibn Qayyim, yang menempatkan muhtasib sebagai wakil pemerintah di dalam
mengurus di bidang perdagangan di pasar.

Ibn Qayyim menyatakan adanya kewenangan pemerintah mengecek dan
mengamati keadaan pasar yang sebelumnya diberitakan adanya penyimpangan
dan praktik tidak sehat, seperti penimbunan, meninggikan harga barang secara
zalim tanpa melihat kemaslahatan masyarakat. Tindakan pengecekan ini hanya
berlaku ketika ada laporan dari masyarakat terkait adanya penyimpangan atas
harga pasar yang harusnya diberlakukan. Dalam keadaan ini lah, pemerintah
berperan dalam meninjau dan mengecek langsung kondisi pasar. Tindakan ini
dalam konteks saat ini dapat disebut dengan istilah tindakan inspeksi pasar.

Inspeksi pasar pada dasarnya mempunyai tujuan dan motivasi yang luas
dan berbeda-beda di antaranya inspeksi pasar atas tingkat kepuasan masyarakat

terhadap produk. Inspeksi pasar juga dilakukan untuk melihat kondisi lokasi
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dan kebersihan. Meskipun begitu, tujuan utamanya adalah untuk mengontrol

harga yang berlaku, apakah normal atau terjadi kenaikan harga. Apabila harga

mengalami peningkatan perlu dicermati apakah terjadi kelangkaan barang atau

faktor lain yang tidak wajar atau melaksanakan inspeksi pasar dan menemukan

pelanggaran di pasar.

2. Menanyakan ke pedagang terhadap ada tidaknya praktik penimbunan dan
kezaliman.

Langkah ini merupakan langkah kedua yang dapat dilakukan pemerintah
melalui lembaga hisbah oleh muhtasib.®® Ibn Qayyim Al-Jauziyyah memang
tidak menjelaskan secara detail mekanismenya, namun begitu, melalui kutipan
terdahulu menunjukkan bahwa hisbah ataupun lembaga terkait sesaat setelah
mendatangi pasar, dapat menanyakan kepada pedagang terhadap ada tidaknya
praktik penimbunan. Petugas terkait dapat menanyakan kondisi harga apakah
barang dijual dengan harga pasar dan berlaku umum ataupun ada penambahan
harga. Jika pedagang menambah harga, petugas dapat memberi pilihan apakah
menurunkan harganya sesuai harga pasar yang berlaku secara umum atau para
pedagang itu keluar dari pasar dan menjual barang di tempat atau daerah yang
lain.8” Ibn Qayyim mendasari pendapat ini dengan tindakan Umar bin Khattab
bahwa ia juga pernah memberikan pilihan kepada pedagang untuk keluar dari
pasar atau tetap menjual barang dengan cara pasar yang berlaku secara umum
di masyarakat.

3. Melakukan konfirmasi kepada para konsumen. Langkah ini tentunya harus
dilakukan secara terpisah setelah sebelumnya menanyakan para pedagang.

Setelah menanyakan pihak pedagang, petugas (dari unsur pemerintah)
juga harus melakukan konfirmasi terhadap kebenaran atau fakta terkait harga

yang dijual oleh pedagang. Konfirmasi ini dilakukan agar memastikan apakah

&1 bid.
8 Ibid., him. 491.
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harga pasar mengalami kondisi yang tidak wajar atau sesuai dengan kondisi

pasar yang normal.

4. Mendudukkan semua pihak (penjual dan pembeli) untuk ditetapkan harga
yang cocok, saling rela, dan tidak membebankan pihak pembeli serta tidak
pula menzalimi pedagang.

Langkah terakhir yang diambil pemerintah tentang prosedur penetapan
harga (zas '7r) ini ialah mendudukkan pelaku pasar yang terdiri dari penjual dan
pembeli, untuk menetapkan harga yang sesuai, bukan hanya sesuai bagi pihak
penjual (agar dia tetap bisa untung) tetapi juga sesuai bagi pihak konsumen (di
dalam arti tidak terlalu tinggi). Posisi ini menunjukkan bahwa pemerintah bisa
menetapkan harga dengan ketentuan kemaslahatan bukan hanya kepada pihak
penjual tetapi juga pembeli. Tinggal bagaimana pemerintah melihat harga yang
cocok bagi kedua pihak.

Empat langkah di atas merupakan tahapan yang harus dilakukan pemerintah
pada saat ingin melakukan intervensi pasar dan menetapkan harga barang. Hal ini
bermakna bahwa pemerintah tidak dapat secara langsung menetapkan harga satu
komoditas barang tanpa didahului oleh adanya upaya dalam memastikan ada atau

tidaknya sistem pasar yang tidak sehat dan zalim di lapangan.

C. Dalil dan Metode lIstinbath yang Digunakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
Tentang Prosedur Penetapan Harga

Penelitian pendapat hukum para ulama selalu mengarahkan kepada analisis
terhadap produk hukum (pendapat hukum), berikut dengan dasar-dasar landasan
hukum yang digunakan. Pada bagian akhir juga dikemukakan metode penemuan
hukum, atau disebut pola penalaran hukum atau istinbas hukum. Untuk itu, pada
bagian ini, dikemukakan dua pembahasan, yaitu pendapat Ibn Qayyim dan dalil
yang ia gunakan.

1. Pendapat Ibn Qayyim Tentang Hukum Tas’ir.
Terkait pendapat ulama tentang hukum zas 'ir, para ulama masih berbeda

pendapat. Jumhur ulama, yang terdiri dari mayoritas ulama mazhab Syafi’i,
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mayoritas mazhab Hanbali, dan juga sebagian mazhab Hanafi melarang secara
mutlak penepatan harga (tas 7).28 Ibn Qayyim juga mengakui adanya ulama
yang melarang secara mutlak adanya penetapan harga oleh pemerintah (zas ir
al-jabari). Imam Al-Syafi’i mendasari bahwa masyarakat berkuasa atas harta
mereka.® Berbeda dengan itu, lbn Qayyim membagi hukum tas ‘7 ini menjadi
dua, yang hukumnya tergantung pada kondisi yang mengikutinya, yaitu tas 'ir
yang dilarang dan tas 7r yang dieperbolehkan, keduanya mempunyai keadaan
tersendiri.
a. Kondisi Tas 1r Dilarang

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mencoba mengklasifikasikan keadaan di
mana pemerintah dilarang menetapkan harga barang. Kondisi tersebut ialah
ketika memunculkan dampak negatif kepada para pedagang yaitu harga
barang menjadi sangat rendah, sebaliknya memunculkan dampak negatif
kepada para pembeli (konsumen), misalnya harga sangat tinggi yang dapat
mencekik konsumen. Karena itu, memaksa (ikrah) para pedagang menjual
harga dengan harga tertentu dan juga tidak disetujui mereka, bahkan dapat
mendatangkan aspek mudarat kepada pembeli dilarang.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mengakui adanya siklus penentuan harga
barang yang disesuaikan dengan siklus produksinya, apabila siklus produksi
barang dilakukan secara terus menerus, dan menjual barang dengan harga
yang relatif rendah akibat berlimpahnya barang, ini dibolehkan. Demikian
juga berlaku jika siklus produksi barang justru tidak menentu dan sifatnya
terbatas, maka harga boleh saja tinggi sesuai dengan minimnya produksi
barang. Di dalam kondisi ini, Ibn Qayyim memandang bahwa pemerintah
dilarang melaksanakan intervensi harga barang. Karena, bagi Ibn Qayyim,

masyarakat wajib menjual barang dengan harga tertentu yang wajar (meski

8Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (Terj: Yasir M),
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), him. 368.

81bn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Firasat..., him. 493.
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agak sedikit tinggi harganya) dikarenakan jumlah produksi barang yang ada
dan berlaku saat itu.*

Apabila masyarakat menjual barang dengan cara yang ma’ruf (baik
dan adil) dengan tidak melakukan satu tindakan kezaliman, meski
terkadang harganya dinaikkan (tidak disebabkan oleh banyaknya
kebiasaan yang berlaku) maka di dalam hal ini dikembalikan kepada
Allah SWT. Sebab, merupakan satu kewajiban bagi masyarakat untuk
berdagang sesuai di antara harga dengan barangnya, dan membenci
terhadap sesuatu yang tidak hak.%

Dalam teori ekonomi modern, relasi nilai harga dengan ketersediaan
komuditas suatu barang akan selalu berkaitan dengan supply and demand
atau penawaran dan juga permintaan. Dalam teori permintaan menunjukkan
bahwa seberapa banyak kuantitas (banyaknya) barang yang bersedia dibeli
konsumen karena perubahan harga per unit. Dalam konteks ini, kuantitas
(banyaknya) permintaan terhadap suatu komoditas barang dipengaruhi oleh
tingkat harga yang ditetapkan. Artinya jika harga naik untuk satu komoditas
barang, konsumen biasanya secara sadar akan mengurangi konsumsinya
terhadap komuditas barang itu. Demikian di dalam teori penawaran, yang
berlaku adalah semakin tinggi harga suatu barang maka semakin banyak
barang yang ditawarkan oleh perusahaan ke pasar. Jika terjadi penurunan
harga, maka akan sedikit pula yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan.
Jadi, yang akan terjadi adalah bila pasokan barang sedikit, maka harga akan
naik.

Ibn Qayyim sebenarnya mengakui terjadinya kondisi yang alami
kepada para pedagang. Harga sangat dipengaruhi oleh jumlah barang yang
tersedia di pasar. Karena itu, dalam kondisi yang normal, pihak pemerintah
dilarang untuk melakukan intervensi pasar dengan menetapkan harga

barang tersebut dalam kriteria nilai harga tertentu. Menentukan harga dalam

1bn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Firasah, (Tahqiq: Salah Ahmad Al-Samara’1), (Mesir: Dar
Al-Zaman, 1986), him. 234.
1bid., him. 472.
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kondisi yang normal ini justru akan mendatangkan kesulitan dan dampak
negatif, baik pada produsen (pedagang) di satu kondisi, dan pada konsumen
di kondisi yang lain. Bagi pedagang, ia akan mengalami kerugian jika harga
barang yang ditetapkan di bawah modal mereka (harga rendah). Sementara
bagi konsumen mengalami kerugian (kesulitan )jika harga yang ditetapkan
itu terlalu tinggi. Oleh sebab itu, Ibn Qayyim berpendapat, pemerintah atau
pihak-pihak yang terkait bertugas di pasar, misalnya kisbah,®? berkewajiban
mengetahui kondisi barang dan harga sekaligus.®
b. Penetapan harga (¢as 7r) yang dibolehkan

Kondisi kedua, menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah adalah pemerintah
justru dibolehkan menetapkan harga barang bahkan wajib dilakukan yang
tujuannnya untuk mendatangkan kemaslahatan para pihak. Di awal kutipan
pandangan Ibn Qayyim menunjukkan kondisi yang diperbolehkan adalah
ketika penentuan harga (fas ir) dilakukan untuk mewujudkan keadilan di
tengah masyarakat. Hakikat 7as 77 menurut Ibn Qayyim adalah mewajibkan
pelaku pasar untuk bertindak adil dan mencegah melakukan kezaliman.%*

Alasan dibenarkannya tas 7 menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah ialah
untuk memberi arahan pedagang untuk berbuat adil, menghindari dari pada
perbuatan zalim. Realisasinya bisa jadi berbentuk melarang penjual menjual
barangnya dengan cara yang batil, dan juga memaksa penjual agar menjual
barang dengan cara yang baik.*®

Ibn Qayyim Al-Jauziyyyah mengemukakan bahwa di antara kondisi
diperkenankan penetapan harga adalah terjadinya ihtikar (monopoli atau
penimbunan barang). Keadaan penimbunan barang secara langsung punya

pengaruh terhadap permintaan yang tinggi dan di dalam kondisi bersamaan,

92]bid., him. 497.

%bid.

%1bn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Turg Al-Hukmiyyah..., him. 432.
%|bid.
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pedagang biasanya meninggikan harga barang untuk mendapat keuntungan
yang berlipat. Praktik ini dilarang, sehingga pemerintah wajib melakukan
stabilitas harga dengan mengintervensi pasar dan menetapkan harga barang.
Penimbunan barang oleh oknum-oknum tertentu memberikan efek
pada kondisi harga yang tidak normal. Kemungkinan harga barang pasca
praktik penimbunan barang tentu berakibat pada harga yang meninggi dan
menzalimi konsumen. Pihak yang akan diuntungkan hanya oknum tertentu
yang notabene selaku penimbun. Pada tahap ini, penimbun termasuk dalam
cakupan orang-orang yang memakan harta secara batil dan zalim. Dalam
kondisi-kondisi inilah menjadi alasan dan pertimbangan mengapa tas’ir
dibolehkan. 1bn Qayyim Al-Jauziyyah sendiri menyebut bahwa penentuan
harga dalam kondisi ini untuk bisa mendatangkan kemaslahatan.®
V3 gt 1l Ao et By V)25 18 0 asdias OF 158 fUy
A s 1 rapdy cpisdian St i s S50 ) dab Y5 5
]
Kesimpulannya bahwa apabila kemaslahatan masyarakat tidak
sempurna kecuali dengan jalan ras ‘ir, maka tas 'ir itu harus ditetapkan
dengan nilai dan prinsip keadilan, tidak kurang atau tidak lebih. Jika

kemaslahatan itu sudah dapat terwujud tanpa harus dilakukan tas ir,
maka pemerintah tak perlu melakukan hal itu. Wabillahitaufig.

Berdasarkan dua pandangan, Ibn Qayyim sebetulnya tidak menempatkan

hukum ras’ir sebagai tindakan pemerintah yang bersifat opsional. Opsi

penetapan harga dapat diambil ketika muncul praktik-praktik penimbunan

barang dan zalim dari penjual. Sepanjang praktik penimbunan dan kezaliman

tersebut tidak muncul, sepanjang itu pula pemerintah tidak dapat menggunakan

kekuasaannya di dalam mengambil opsi menetapkan harga. Dapat diketahui

pola relasi boleh tidaknya ras ‘7 menurut Ibn Qayyim dapat dilihat berikut ini:

%|bid., him. 683.
Ibid.
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Gambar 1: Skema Hukum Tas’ir Menurut Ibn Qayyim

Pemerintah

Tas'ir (Penentuan Harga)

7alim (Haram) Adil (Rnleh hahkan Waiih)
|. Kondisi harga pasar Dampaknya Dampaknya . Kondisi harga tidak
normal Mudharat Bagi Mshlahah Bagi normal
2. Saling Ridha Penjual atau Penjual atau 2. Tidak Saling Ridha
3. Tidak ada /htikar Dambak " Pamheli 3. Ada Praktik /tikar

Sumber: Data Olahan Penulis

Mengacu kepada argumentasi Ibn Qayyim di atas, pola hubungan hukum
antara boleh tidaknya fas 7r ini sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya alasan
yang melatarinya. Alasan tersebut adalah zalim dan adil. Penetapan harga
dinyatakan zalim apabila harga yang berlaku di pasar masih dalam kategori
normal, antara penjual dan pembeli saling rela, dan nilai harga masih dalam
kondisi yang wajar. Sebaliknya, penetapan harga dapat dikatakan adil ketika
harga yang berlaku di pasar dalam kategori tidak wajar, tidak saling rela, dan

nilai harga tinggi.

2. Dasar Hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

Seperti disebutkan sebelumnya, 1bn Qayyim membagi dua kategori atau
jenis nilai hukum dalam zas ‘7r jabari (penentuan harga oleh pemerintah), yaitu
larangan tas ‘ir dan pembolehan zas 7. Larangan tas 7 ini menurut Ibn Qayyim
mengacu kepada salah satu riwayat hadis dari Abi Dawud, Ahmad, Al-Darimi,
Al-Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Hibban dan Imam Al-Baihaqgi, adapun redaksi dari
Abi Dawud berikut ini:
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Dari Anas bin Malik dan Qatadah, Humaid dari Anas, dan orang-orang
berkata: Wahai Rasulullah SAW, harta telah melonjak, maka tetapkanlah
harga untuk kami! Maka beliau berkata: Sesungguhnya Allah SWT yang
menentukan harga, yang menggenggam, dan yang menghamparkan, dan
pemberi rizki, dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah SWT,
sementara itu tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena
satu kezhaliman dalam hal darah, dan harta. (HR. Ab1 Dawud).

Hadis di atas secara eksplisit menegaskan sikap Rasulullah SAW di saat
merespon permintaan sahabat untuk menaikkan harga satu komuditas barang.
Rasulullah SAW justru menyatakan ketentuan harga berada di sisi Allah SWT.
Ini berarti-harga barang dikembalikan kepada kondisi yang alamiah, maknanya
disesuaikan mekanisme pasar.

Menurut Ibn Qayyim, jika kondisi harga normal, maka penetapan harga
dilarang sama sekali. Harga berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Dalam
konteks yang normal, harga biasanya ditentukan dengan sistem tawar menawar
antara penjual dan pembeli. Dalam salah satu keterangannya, Ibn Qayyim juga
menyatakan bahwa nilai suatu barang itu ditentukan oleh pembeli, harga yang
diajukan, dan orang yang menawarkan.® Jadi, berlakunya harga barang sesuai
dengan keputusan kedua pihak pasca terjadinya proses tawar menawar antara
penjual dan pembeli.

Meskipun begitu, ketentuan hadis di atas menurut 1bn Qayyim bersifat
tidak mutlak dan baku. Adanya kemungkinan-kemungkinan faktor-faktor yang
membolehkan penetapan harga. Misalnya terjadi praktik iszikar (penimbunan,
monopoli barang), yang berakibat kepada fluktuasi harga yang tidak stabil atau

bahkan menyebabkan harga barang melonjak. 1htikar, monopoli (menimbun)

%AbT Dawud Sulaiman bin al-Asy’a$ al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, (Riyadh: Bait al-
Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), him. 570.

¥lbn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Fawa’id, (Terj: Abu Kaysa), (Yogyakarta: DIVA Press,
2019), him. 197.
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barang merupakan satu praktik yang dilarang, zalim, biasanya dilaksanakan di
dalam sistem kapitalis. Polanya adalah dengan menahan barang untuk tidak
dapat beredar di pasar supaya naik harganya.

Secara logis, membiarkan harga tetap meninggi karena muncul praktik
ihtikar justru mendatangkan kemudaratan kepada konsumen. Satu sisi, prinsip
hukum Islam mengakui bahwa fluktuasi harga yang terjadi di tengah-tengah
pasar secara bebas, alami, dan dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan
penawaran yang wajar. Hanya saja, kondisi tersebut sebetulnya konsep ideal,
yang boleh jadi tidak selaras dengan fakta di lapangan, misalnya ada oknum
yang berbuat zalim dan melakukan praktik istikar.*° Untuk mengatasi hal ini,
dengan pertimbangan aspek kemaslahatan (maslazah) maka boleh bagi hakim,
penguasa ataupun pemerintah setempat membuat sebuah kebijakan, bertujuan
menjaga stabilitas harga komuditas barang melalui zas zr.

3. Metode Istinbat Hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

Mengacu kepada dalil hukum yang digunakan lbn Qayyim sebelumnya,
berikut dengan argumentasi-argumentasinya maka dapat diketahui bahwa pola
penalaran (istinbat) yang ia gunakan ada dua, yaitu pola penalaran istis/akiyah
dan ta’liliyyah. Metode istinbat istislahiyah merupakan pola penalaran hukum
di mana kemaslahatan menjadi basis utama penerapan hukumnya. Metode ini
oleh banyak ahli menyebutkannya sebagai metode menggali hukum-hukum di
dalam Alquran atau hadis yang ada kaitannya dengan realitas di tengah-tengah
masyarakat, dengan bertumpu kepada nilai-nilai kemaslahatan. Dalam konteks
penetapan harga, Ibn Qayyim selalu menghubungkan kebolehan menetapkan
harga antara realitas pasar dengan kemaslahatan dan keadilan. Bahkan, dalam
kutipan-kutipan pendapat Ibn Qayyim terdahulu, cukup jelas bahwa maslahat

menjadi alasan dibolehkannya tas 7r.1%

101hn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Firdsah..., him. 497.
1011pn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-7urq Al-Hukmiyyah..., him. 683.
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Dalam kesimpulannya, Ibn Qayyim menyatakan bila kemaslahatan pada
masyarakat, terutama pihak penjual dan pembeli tidak dapat dipenuhi kecuali
dengan jalan tas '7r maka tas ‘ir harus dilaksanakan, namun sebaliknya jika nilai
kemaslahatan sudah dapat terwujud tanpa harus ada tas’ir, maka pemerintah
tidak perlu melakukan penetapan harga.'?? Jadi, pola penalaran istis/ahiyah Ibn

Qayyim tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut:

Gambar 2: Skema Penalaran Istislahiyah Ibn Qayyim

Pemerintah

\

Tas'r
(Penetapan Harga)

Mashlahah ‘ Pertimbangan Madharrah

Sumber: Data Olahan Penulis

Mengacu kepada Gambar 2 di atas, dapat dijelaskan kembali pemerintah di
saat menetapkan harga barang, baru dibolehkan ketika dilakukan untuk kebutuhan
mendesak, harus memperhitungkan dan memprediksi kemaslahatan dan mudharat
yang akan diterima. Apabila melalui penetapan harga memunculkan sisi maslahat
maka tindakan tersebut dibenarkan, namun ketika justru mendatangkan mudarat
kepada pihak pembeli atau penjual, penetapan harga dilarang dan bahkan haram
hukumnya. Pola penalaran istis/@hiyah ini tampak pada saat Ibn Qayyim memberi
komentar mengenai pertimbangan hukum penetapan harga. la selalu mengaitkan
dengan konteks kemaslahatan dan keadilan. Untuk itu, pola penalaran semacam

ini menunjukkan kepada penalaran istis/ahiyah.

102)hid.
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Adapun metode yang kedua yang digunakan 1bn Qayyim adalah ta 'liliyyah.
Metode istinbat ta 'liliyyah merupakan metode penalaran hukum yang bertumpu
pada telaah atas ada tidaknya illat hukum yang menyertainya. Illat di sini berarti
alasan atau ada sebagian yuris Islam menyebutkan sebagai ratio legis. Karenanya,
hukum bergantung kepada ada tidaknya illat hukumnya. Menurut Ibn Qayyim Al-
Jauziyyabh, illat sangat berpengaruh terhadap hukum, untuk menunjukkan antara
keterkaitan antara illat dengan hukum, dan memberlakukan hukum sesuai sifat
dan illat-nya.'% Dalam konteks ini, Ibn Qayyim tampak melihat adanya hubungan
hukum antara boleh tidaknya zas 7 ini dengan illat yang mengikutinya.

Illat yang dimaksud adalah adil dan zalim. Jika dalam satu pasar ditemukan
permainan harga, monopoli yang mengakibatkan kezaliman terhadap konsumen,
maka kondisi zalim itu menjadi penyebab atau illat hukum dibolehkannya zas 'ir,
bahkan pemerintah wajib menetapkan harga dengan harga yang normal. Namun
sebaliknya, jika kondisi harga stabil, dan tidak ada suatu alasan untuk menaikkan
harga barang atau tidak pula menurunkan harga, maka kondisi ini secara alamiah
adil dan tidak ada unsur zalim. Sehingga pemerintah dilarang ikut mengintervensi
pasar dengan menetapkan harga barang. Tindakan tersebut justru menimbulkan
kezaliman baru bagi para pedagang atau sebaliknya kepada konsumen. Sehingga
berlaku kaidah fikih adanya larangan menghilangkan kemudaratan dan kerusakan
dengan memunculkan kemudharatan yang sama atau justru lebih besar.

Menurut Ibn Qayyim, hadis riwayat Abu Dawud sebelumnya merupakan
tidak mutlak, sebab larangan menetapkan harga tergantung kepada kondisi yang
melatar belakanginya. Pada saat para sahabat meminta Rasulullah menetapkan
harga, waktu itu sebetulnya tidak ada kondisi kezaliman dan monopoli. Tingginya
harga barang justru berlaku secara alami, sehingga Rasulullah tidak menetapkan

harga.’®* Dengan begitu, illat hukum menjadi salah satu dasar penetapan hukum

1931pn Qayyim Al-Jauziyyah, I’lam Al-Muwagqi’in an Rabb al-‘Alamin, (Asep Saefullah
FM dan Kamaluddin Sa’diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), him. 167,

1%41bn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Firdsah..., him. 497.



57

tas’tr. Mengacu kepada metode istinbat ta liliyyah ini, maka pola penalaran Ibn
Qayyim mencoba menganalisis konteks hadis yang dijadikan sebagai landasan
tas 'tr. Artinya bahwa kondisi dan keberadaan ada tidaknya kezaliman harga pasar
menjadi alasan boleh tidaknya penetapan harga.

Mengacu kepada keseluruhan pembahasan di dalam sub bab ini, maka dapat
disimpulkan bahwa dalam menetapkan hukum ras zr, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah
cenderung hanya menggunakan ketentuan hadis, terutama di dalam hadis riwayat
Abu Dawud tentang larangan menetapkan harga. Dalil inilah yang menjadi basis
utama yang digunakan oleh para ulama, termasuk 1bn Qayyim, dalam menetapkan
hukum asal larangan fas 7r. Di dalam kesempatan yang sama, Ibn Qayyim juga
menggunakan dalil aqli, yaitu dalil logika rasional. Dalil logika/rasional tersebut
ia gunakan di dalam konteks prosedur pelaksanaan zas 'z, yaitu ketika munculnya
praktik-praktik kezaliman dan juga penimbunan barang. Karena itu, Ibn Qayyim
melihat hadis riwayat Abu Dawud tentang larangan zas ‘zr tidaklah berlaku umum
dan kedudukannya dibatasi hanya jika tidak ada kezaliman dan juga penimbunan
barang oleh pedagang. Dari penalaran inilah, Ibn Qayyim tampak menggunakan
metode istis/ahiyah dan ta liliyah, yaitu pertimbangan ada tidaknya kemaslahatan

dan ada tidaknya illat (sebab atau alasan) hukum.

D. Relevansi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan Konteks Kekinian

Perspektif Islam mengenai muamalah di dalam berbagai konteksnya secara
prinsip telah diatur dengan sangat tegas di dalam beberapa ayat Alquran dan hadis
Rasul SAW. Sistem pasar Islami relatif berbeda dengan sistem pasar yang berlaku
dalam paham capitalism dan sosialism. Sistem kapitalisme berbasis pada lembaga
yang memiliki kemampuan produksi dan secara langsung mengelola sumber daya
atas kendali kelompok tertentu. Mekanisme pasar di dalam sistem kapital justru
memberikan keuntungan pihak tertentu. Secara lebih luas, dampak pemberlakuan
sistem capitalism justru berakibat ketidakmerataan pendapatan di antara golongan

dan tingkatan. Begitu juga dalam sistem sosialism sebagai antitesis dari sistem
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yang pertama, yang justru menempatkan lembaga negara sebagai basis utamanya
yang memiliki power, domain, dan authority di dalam mengatur distribusi hasil
produksinya. Maknanya, cara kerja pasar semata-mata di bawah kendali sistem
kuasa pemerintah. Pola dan sistem sosialisme ini, di dalam beberapa kesempatan
juga dikritik karena kemungkinan kuasa negara dapat dipergunakan secara tidak
bertanggung jawab dan sewenang-wenang. Bahkan sistem socialism justru tidak
memberlakukan sistem pasar ataupun sekurang-kurangnya menghapuskan sistem
pasar itu sendiri.1®

Secara alami, pasar dibentuk dari adanya interaksi antara satu masyarakat
dengan kelompok masyarakat lain, di suatu tempat, dan interaksi yang dibangun
boleh jadi berbentuk pertukaran kebutuhan dan kepentingan. Interaksi masyarakat
umumnya menghasilkan tujuan, yaitu saling menguntungkan. Pengejawantahan
interaksi ini juga berbeda, boleh jadi hanya sebatas mempererat hubungan sosial,
bahkan ada tujuan yang bersifat ekonomi. Perdagangan merupakan salah satu dari
bentuk interaksi sosial yang memunculkan terjadinya pasar. Pembeli dan penjual
memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi. Hanya saja, pada tahap ini, ada
sistem yang mengatur. Dalam Islam misalnya interaksi sosial bidang perdagangan
diatur dengan sistem yang mengharuskan satu pihak tidak menzalimi pihak lain.
Karenanya, pembentukan pasar dalam pasar Islami terjadi dengan prinsip tertentu,
serta mekanisme pasar sepenuhnya harus diserahkan kepada pasar bebas atau free
market.

Satu sisi, Islam memberi kebebasan bagi terjadinya proses dan mekanisme
pasar bebas, di sisi lain memberikan batasan-batasan tertentu sebagai locus atau
tempat berpijak, sehingga kondisi pasar berjalan secara alami tanpa dan praktik
menyimpang, praktik-praktik yang melanggar prinsip bermuamalah dalam Islam.
Sistem pasar Islam ingin memadukan antara petunjuk agama sebagai satu yang

ideal dengan praktik nyata sebagai satu realita. Dalam hubungan ini, Islam tidak

105M, Umer Chapra, The Future of Economics an Islamic Perspective, (Terj: Ikhwan
Abidin Basri), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), him. 312.



59

memberi ruang bagi pelaku ekonomi dengan sistem ekonomi secularism, atau
socialism (totaliter lembaga negara), maupun capitalisme.

Mekanisme pasar bebas (free market) sebetulnya sangat ditekankan dalam
sistem perekonomian Islam. Salah satu implikasi pasar bebas adalah kebebasan
dalam menentukan harga. Penjual atau pedagang memiliki hak untuk menetapkan
harga untuk komoditas barang tertentu miliknya. Sebaliknya konsumen (pembeli)
juga berhak untuk menawar harga. Sepanjang kedua pihak menyetujui ketentuan
harga itu, proses jual beli dapat dilakukan. Hal ini berarti, pemerintah sama sekali
tidak memiliki wewenang ikut mengintervensi pasar, dan menetapkan harga satu
barang.1%

Sistem pasar bebas tersebut memang mengharuskan pergerakan nilai harga
barang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Akan tetapi, konsep ideal
tersebut bisa jadi tidak terealisasi. Ada kemungkinan oknum tertentu menetapkan
harga di luar batas kewajaran. Melakukan penimbunan yang berakibat terhadap
barang menjadi langka, pada waktu bersamaan meninggikan harga barang untuk
tujuan mendapatkan keuntungan. Kondist ini tentu tidak fair, merugikan pembeli,
dan secara sistem juga dipandang tidak sehat. Karena itu, langkah yang mungkin
dilakukan adalah pemerintah turut campur menetapkan harga barang, agar harga
barang kembali stabil.

Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah sebelumnya menunjukkan elastisitas
penerapan hukum Islam. Di satu sisi, ada dalil yang memberi indikasi penetapan
harga tidak dibolehkan. Di sisi yang lain, adanya kondisi dan praktik tidak sehat
di lapangan, seperti ihtikar. Antara larangan teks dan kemungkinan praktik tidak
sehat dalam realitas masyarakat, Ibn Qayyim justru mengombinasikan keduanya
dalam satu argumen bahwa larangan menetapkan harga terjadi ketika harga-harga

barang di pasar berjalan secara normal dan alami, sementara kewajiban penetapan

1%83ypriadi, Konsep Harga dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Guepedia, 2018), him. 44-49,
dan 83.
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harga terjadi ketika harga-harga barang di pasar berjalan tidak normal dan tidak
alami.

Pandangan 1bn Qayyim di atas relevan dengan konteks kekinian. Pada saat
ini, praktik penimbunan barang juga sangat dimungkinkan terjadi, bahkan dalam
peraturan perundang-undangan, ada larangan praktik monopoli, dan pemerintah
wajib melakukan stabilitas harga, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang Perdagangan memberikan
kewenangan pada pemerintah apabila sewaktu-waktu dan dalam keadaan tertentu
ditemukan adanya siklus-harga yang tidak wajar, permainan harga, ditemukannya
praktik monopoli, sehingga pemerintah diperkenankan bahkan wajib menjamin
stabilitas harga. Hal ini sebagaimana dipahami dari ketentuan Pasal 26:1%

(1) Dalam kondisi tertentu yang dapat menganggu kegiatan Perdagangan
nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga
Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.

(2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang
penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga
keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan
produsen.

(3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok
dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok
dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Hukum di Indonesia secara khusus mengakui konsep stabilitas harga, dan
kewajiban pemerintah untuk menganulir praktik-praktik menyimpang. Atas dasar
itu, apabila dikaitkan dengan pandangan lbn Qayyim sebelumnya, maka sangat
relevan dengan konteks penerapan hukum saat ini, terutama hukum yang berlaku
di Indonesia.

Selain menagcu kepada undang-undang, adanya relasi dan relevansi antara
pandangan Ibn Qayyim dengan konteks kekinian juga dapat dilihat dari kegiatan
inspeksi pasar yang dilakukan oleh pemerintah pusat, jajaran kementeriannya, dan

atau pemerintah daerah, khususnya dinas pedagangan. Usaha mereka mengecek

107Edy Santoso dan Sukendar, Hukum Bisnis, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), him.
123.
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dan menginspeksi pasar bertujuan agar harga pasar stabil. Jika ada pedagang yang
menjual barang tidak sesuai dengan harga normal dan berlaku umum, petugas bisa
saja menurunkan harganya.

Kegiatan-kegiatan pemerintah mengawasi pasar, melakukan inspeksi pasar
adalah bagian dari bentuk zas 7r. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan ulasan
Ibn Qayyim terdahulu terkait empat prosedur langkah yang sudah dikemukakan
di awal. Petugas yang merupakan bagain dari unsur pemerintahan punya otoritas
bukan hanya sekedar pengawas, tetapi juga sebagai pengendali. Pengawas dalam
arti sebagai preventif (pencegahan), sementara pengendali bagian dari bentuk
repressif (tindakan) saat ada unsur kezaliman atas harga, dan ikut mengintervensi
pasar.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan
Ibn Qayyim Al-Jauziyyah relatif relevan dengan konteks kekinian, hal ini karena
pada saat ini, praktik-praktik penetapan harga oleh pemerintah juga diberlakukan
ketika muncul praktik-praktik yang tidak sehat yang ditemukan di pasar, seperti
praktik penimbunan atau monopoli barang. Hal ini berlaku sama seperti pendapat
Ibn Qayyim bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan
harga dengan membatas harga barang dengan harga tertentu sesuai dengan prinsip

dan asas keadilan.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Prosedur penetapan harga (tas’ir al-jabari) oleh pemerintah menurut Ibn
Qayyim Al-Jauziyyah dilaksanakan dengan langkah-langkah tertentu, yang
terdiri dari: Pertama, pemerintah ataupun instansi terkait wajib melakukan
pengecekan (inspeksi) langsung ke pasar-pasar di mana terjadinya praktik
menyimpang seperti perbuatan zalim dan penimbunan. Kedua, menanyakan
kepada pedagang ada tidaknya praktik penimbunan dan kezaliman. Ketiga,
pemerintah melakukan konfirmasi kepada para konsumen atas keterangan
para pedagang dan prosesnya dilaksanakan secara terpisah dengan langkah
kedua. Keempat, membuat pertemuan untuk memusyawarahkan harga yang
mereka sepakati bersama secara adil.

2. Dalil yang digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mengacu kepada riwayat
hadis Abu Dawud dari Anas, menginformasikan respon Rasulullah SAW
atas permintaan sahabat untuk ditetapkan harga barang saat terjadi harga
melonjak tinggi. Dalam konteks ini, Ibn Qayyim menggunakan penalaran
(metode istinbath) istis/akiyah dan ta liliyyah. Metode istislahiyah terlihat
pada saat Ibn Qayyim selalu menghubungkan bolehnya tas 'ir ketika untuk
mewujudkan kemaslahatan. Sementara itu, metode ¢a liliyyah terlihat pada
saat Ibn Qayyim menggunakan dalil riwayat Abu Dawud. Larangan tas’ir
ketika tidak ada illat hukum berupa kezaliman. Sebaliknya, jika ada alasan
atau illat hukum kezaliman di tengah masyarakat, maka tas 'ir justru wajib
dilakukan.

3. Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang tas 'ir relevan dengan konteks

kekinian, hal ini karena praktik-praktik penetapan harga telah dilaksanakan
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oleh pemerintah dan diberlakukan ketika muncul praktik-praktik yang tidak
sehat yang ditemukan di pasar, seperti praktik penimbunan atau monopoli
barang. Hal ini berlaku sama seperti pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.
Pemerintah khususnya di Indonesia juga mempunyai kewenangan menjaga
stabilitas harga. Wewenang tersebut berlaku ketika ditemukan ada praktik
menyimpang seperti permainan harga dan monopoli barang. Hal ini sesuai
dan relevan dengan pendapat Ibn Qayyim yang membolehkan pemerintah
sewaktu-waktu melihat adanya kondisi harga di pasar yang tidak wajar
untuk menjaga stabilitas harga.

B. Saran
Berdasarkan temuan penelitian di atas, ada beberapa rekomendasi yang
diajukan dalam penelitian ini.

1. Perlu ada kajian tentang pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam fokus
studi perbandingan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi temuan penelitian
ini. Di samping itu, untuk memperkaya khazanah penelitian terkait urgensi
penetapan harga dalam pandangan ulama, disertai alasan-alasan logis atau
normatif.

2. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, perlu melakukan kajian dalam konteks
kontemporer, misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai
prosedur penetapan harga dalam kajian fikih Islam. Secara akademis, hasil
penelitiannya dapat digunakan untuk bahan penelitian, dan pembentukan

peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam di dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktisi, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2019.

Abd Al-Karim Zaidan, Al-Madkhal li Dirasah Al-Syari’ah Al-Islamiyyah, Kairo:
Dar Umar bin Al-Khattab, 2001.

Abd al-Sami’ Ahmad Imam, Minhaj al-Thalib fi al-Mugaranah baina al-Mazhab,
Terj: Yasir Magosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

Abdillah F. Hasan, Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam, Surabaya: Jawara, 2004.

Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti,
2006.

Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti,
2006.

Abdurrahman bin Ishag, Tafsir Ibnu Katsir, Terj: Abdul Ghoffar E.M, Jilid 2,
Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.

Abi Bakr Al-Qurthubi, Jami’ Al-Ahkam Alquran, t.terj, Jilid 5, Jakarta: Pustaka
Azzam 2011.

Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, Riyadh: Bait
al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.

Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir
Indonesia Arab Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Agus Mustofa, Memilih Pemimpin, Jakarta: PADMA Press, 2016.

Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta: Gramed Pustaka
Utama, 2010.

Ala’uddin Abi Bakr bin Mas’iid Al-Kasant Al-Hanafi, Bada’i Al-Sanad’i fi Tartib
Al-Syara’i, Juz 6, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘IImiyyah, 2010.

Ali Zawawi dan Saifullah Ma’shum, Penjelasan Alquran tentang Krisis Sosial,
Ekonomi dan Politik, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: pustaka setia, 2009.

62



63

Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Edisi Revisi, Cet. 4, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2015.

Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992.

Habib bin Tahir, al-Figh al-Maliki wa Adillatuh, Juz’ 5, Beirut: Mu’assasah al-
Ma’arif, 2009.

Ibn ‘Abd Al-Barr, Al-Istizkar, Kairo: Dar Wa’1, 1993.

Ibn Abd al-Barr, Kitab al-Kafi fi Figh Ahl al-Madinah al-Maliki, Riyad:
Maktabah al-Riyadh al-Hadisah, 1978.

Ibn Jallab al-Biari, al-Tafri’ fi Figh al-lmam Malik bin Anas, Juz’ 2, Beirut: Dar
al-Fikr al-‘Ilmiyyah, 2007.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Fawa'id, Terj: Abu Kaysa, Yogyakarta: DIVA
Press, 2019.

, Al-Firasah, Tahqiq: Salah Ahmad Al-Samara’i, Mesir: Dar Al-Zaman,
1986.

, Al-Turq Al-Hukmiyyah wa Siyasah Al-Syar iyyah, Mekkah: Dar ‘Alim Al-
Fawa’id, 1428.

, Ighdsah Lahfan min Masaid Syaitan, Terj: Hawin Murtadho & Salafuddin
Abu Sayyid, Surakarta: al-Qowam, 2012.

, I'lam Al-Muwagqi’in ‘An Rabb Al-‘Alamin, Terj: Asep Saefullah DM dan
Kamaluddin Sa’diatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, Cet. 3, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2017.

Ika Yunia F, dan A. Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif
Maqashid al-Syari’ah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam
Perspektif Magashid al-Syari’ah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2014,

Jalaluddin Al-Suyuti, Asybah wa Al-Naza'ir, Riyadh: Mamlakah Al-‘Arabiyah
Al-Su’tdiyyah, 1997.

Kwik Kian Gie, Nasib Rakyat Indonesia dalam Era Kemerdekaan, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2016.



64

M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002.

M. Nur Rianto Al Arif, dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi: Suatu
Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, Cet. 3, Jakarta:
Kencana Prenada Media Grup, 2016.

M. Umer Chapra, The Future of Economics an Islamic Perspective, Terj: Ikhwan
Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Moh. Mufid, Ushul Figh Ekonomi, dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke
Aplikasi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Muhammad bin Abdullah Shan’ani Al-Syaukani, Fath Al-Qadir, t.terj, Jilid 2,
Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Rahyunir Rauf ”Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah
Menjadi Perangkat Kecamatan”, Jurnal Vol. 111 Nomor 1 April 2017.

Ramlan Surbakti, Memahami IImu Politik, Jakarta: Grasido Media Pratama, 2011.

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor
Keuangan Syariah, Cet. 3, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sayyid Sabiqg, Figh al-Sunnah, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaugina, Jilid 5,
Jakarta: Republika, 2018.

Siska Lis Sulistiani, Peradilan Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Supriadi, Konsep Harga dalam Ekonomi Islam, t.pt: Guepedia, 2018.
Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Wahbah Al-Zuhaili, Figh Al-Islami Wa Adillatuh, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani,
dkk, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2021.

, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk, jilid 1,
Jakarta: Gema Insani, 2010.

Yusuf Al-Qaradhawi, Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, Terj: M. Tatam Wijaya,
Cet. 1, Jakarta: Qalam, 2018.

, Dawr Al-Qiyam wa Al-Akhlag, Kairo: Maktabah, 1995.

, Fatawa Mu’ashirah, Terjemahan: As’ad Yasin, Jilid 2, Jakarta: Gema
Insani Press, 2008.

, Madkhal Li Dirasah Syari’ah Al-lslamiyyah, Terj: Ade Nurdin dan
Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.



	5 ABSTRAK.pdf (p.1)
	6 KATA PENGANTAR 1.pdf (p.2-3)
	7 TRANSLITERASI.pdf (p.4-7)
	8 DAFTAR LAMPIRAN (1).pdf (p.8)
	9 DAFTAR ISI.pdf (p.9-10)
	BAB I.pdf (p.11-29)
	BAB II.pdf (p.30-45)
	BAB III.pdf (p.46-71)
	BAB IV.pdf (p.72-76)

